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ABSTRAK
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMENUHAN HAK PEREMPUAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPPPA) KOTA DUMAI

NAMA	: ALYA SOFYANI	
NIM	: 2110090811055

Implementasi kebijakan program pemenuhan hak perempuan merupakan upaya pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemberdayaan bagi perempuan korban kekerasan agar hak-haknya terpenuhi secara menyeluruh. Kenyataannya di Kota Dumai masih terdapat gejala masalah yaitu: tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan kasus, serta keterbatasan sumber daya pada DPPPA Kota Dumai. Berdasarkan gejala masalah penelitian ini, maka rumusan masalah yang diajukan adalah: “Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Pemenuhan Hak Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai?” 
Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program pemenuhan hak Perempuan pada Dinas pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai serta, 2) Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung Implementasi Kebijakan Program pemenuhan hak perempuan Perempuan pada Dinas pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang meliputi empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Populasi penelitian ini berjumlah 100 orang yang terdiri dari kepala dinas, sekretaris, pejabat struktural, pegawai, serta masyarakat penerima layanan. 
[bookmark: _Toc204890970][bookmark: _Toc206862823]Teknik Sampel penelitian diambil secara purposive sampling untuk pegawai berjumlah 20 orang dan insidental sampling untuk masyarakat berjumlah 80 orang. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan skala rating scale.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di DPPPA Kota Dumai dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan program pemenuhan hak perempuan telah berjalan baik dengan skor total 2922 dalam rentang interval 2081-3600.  Faktor pendukung dalam implementasi ini adalah adanya fasilitas pelayanan yang memadai, kejelasan prosedur dan persyaratan, adanya koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait, serta komitmen pegawai dalam menjalankan program. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya tenaga ahli, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat luas.
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Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu fenomena sosial yang masih menjadi persoalan serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menjadi bahan perbincangan, tetapi juga menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi korban, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Perempuan sebagai kelompok yang rentan sering mengalami berbagai bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan fisik seperti pemukulan dan penganiayaan, kekerasan seksual seperti pelecehan dan pemerkosaan, hingga kekerasan psikis yang berupa intimidasi, penghinaan, dan perlakuan diskriminatif. Kekerasan ini terjadi di berbagai lingkungan, baik di ruang domestik seperti rumah tangga, maupun di ruang publik seperti tempat kerja, sekolah, dan lingkungan sosial lainnya. Ironisnya, pelaku kekerasan sering kali adalah orang-orang terdekat korban, seperti suami, anggota keluarga, atau tetangga, sehingga korban mengalami kesulitan untuk melapor dan mendapatkan perlindungan yang layak.
Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya berdampak pada korban secara individu, tetapi juga menimbulkan kerugian yang luas bagi keluarga dan masyarakat. Korban kekerasan seringkali mengalami trauma mendalam yang mempengaruhi kesehatan mental dan fisiknya, menurunkan kualitas hidup, serta menghambat partisipasi sosial dan ekonomi mereka. Selain itu, kekerasan ini juga memperkuat ketidakadilan berbasis gender yang selama ini melekat dalam struktur sosial. Ketidakadilan gender ini tercermin dalam berbagai bentuk diskriminasi, seperti peminggiran ekonomi, subordinasi dalam pengambilan keputusan, pelabelan negatif, dan beban kerja yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Kekerasan berbasis gender ini menjadi salah satu manifestasi nyata dari sistem patriarki yang masih kuat di masyarakat, di mana laki-laki dianggap memiliki posisi dominan dan perempuan dipandang lebih rendah.
Data statistik menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya, pada tahun 2014 tercatat lebih dari 293 ribu kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan di Indonesia, dengan sebagian besar kasus berasal dari kekerasan dalam rumah tangga. Namun, angka pelaporan ini diperkirakan jauh lebih rendah dibandingkan jumlah kasus sebenarnya, karena banyak korban yang takut, malu, atau tidak mendapatkan dukungan untuk melapor. Hal ini diperparah oleh stigma negatif yang melekat pada korban, yang sering dianggap sebagai pihak yang salah atau memprovokasi kekerasan tersebut. Kondisi ini menyebabkan korban semakin terpinggirkan dan sulit untuk mempertahankan eksistensi serta martabatnya di tengah masyarakat.
Kekerasan terhadap perempuan juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Perempuan yang menjadi korban kekerasan sering mengalami pelanggaran hak atas keamanan, kesehatan, dan martabatnya sebagai manusia. Meskipun telah ada berbagai regulasi dan kebijakan yang mengatur perlindungan terhadap perempuan, seperti undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan peraturan daerah terkait, implementasi dan penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, minimnya fasilitas layanan pendampingan korban, serta budaya yang masih membenarkan kekerasan menjadi hambatan utama dalam upaya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
Fenomena kekerasan terhadap perempuan juga menunjukkan bahwa perempuan usia muda, khususnya antara 18 hingga 24 tahun, memiliki risiko tinggi menjadi korban, terutama dalam konteks kekerasan dalam pacaran. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan banyaknya kasus kekerasan dalam pacaran yang dilaporkan, yang menandakan perlunya perhatian khusus terhadap kelompok usia ini. Kekerasan yang dialami perempuan dalam berbagai situasi, baik di lingkungan keluarga, hubungan dekat, maupun masyarakat luas, mengindikasikan bahwa perlindungan terhadap perempuan harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari keluarga, lembaga pendidikan, aparat hukum, hingga masyarakat umum.
Secara global, upaya untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan juga telah menjadi bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang menargetkan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2030. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan perempuan dari kekerasan bukan hanya menjadi tanggung jawab individu atau kelompok tertentu, tetapi merupakan kewajiban negara dan seluruh elemen masyarakat. Penanganan kekerasan terhadap perempuan harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari pencegahan, penanganan, hingga pemulihan korban, agar perempuan dapat hidup dengan aman, bermartabat, dan setara dalam berbagai aspek kehidupan.
Di Indonesia, komitmen terhadap perlindungan perempuan dari kekerasan dan diskriminasi telah diakomodasi dalam kerangka hukum nasional, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak asasi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Komitmen tersebut diimplementasikan melalui berbagai undang-undang seperti UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), serta UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur hak-hak perempuan di berbagai bidang mulai dari hukum, politik, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga dalam keluarga.
Pemerintah Indonesia telah berupaya menanggulangi hal ini melalui regulasi lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Di tingkat daerah, Kota Dumai memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perempuan Korban Kekerasan, yang menjadi dasar pelaksanaan program perlindungan di wilayah ini. Salah satu perangkat daerah yang berperan strategis adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai. 
Dalam Perda No. 4 Tahun 2016 tersebut, dijelaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan adalah semua kegiatan yang bertujuan menjamin rasa aman, melindungi hak-hak korban, serta menjamin pemulihan secara komprehensif bagi korban kekerasan. Perda ini mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan layanan pengaduan, pendampingan hukum, rehabilitasi medis dan psikososial, serta reintegrasi sosial bagi korban kekerasan. 
Selain itu, Peraturan Daerah (Perda) di Kota Dumai yang mengatur pemenuhan hak perempuan adalah Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender. Perda ini bertujuan untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta menjamin hak-hak perempuan yang setara dengan laki-laki di berbagai bidang seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan politik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan Kualitas Perempuan serta Memastikan perempuan dapat menikmati hak-haknya secara penuh. Dengan demikian diharapkan dapat menciptakan keadaan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam mengakses sumber daya, berpartisipasi, dan menikmati manfaat pembangunan.
Selain program di atas Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPPA) Kota dumai Juga memberikan berbagai jenis pelayanan teknis (UPT), Puspaga. Jenis-jenis pelayanan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel I.1
Jenis pelayanan Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPPA) Kota Dumai
	No
	Jenis Pelayanan

	1
	UPT (Unit Pelayanan Teknis)

	2
	PUSPAGA ( Pusat Pelayanan Keluarga)


Sumber Data: UPT DPPPA Kota Dumai, Tahun 2025
Berdasarkan tabel I.1 diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan untuk bisa mengadu keluhan yang terjadi pada dirinya ke Unit Pelayanan Teknis, sedangkan Puspaga untuk layanan konsultasi permasalahan keluarga, permasalahan remaja, serta layanan konseling pra nikah.
Di UPT (Unit Pelayanan Teknis) ada tahapan pelayanan yang meliputi pengaduan masyarakat, ditahap ini laporan diterima oleh UPT dan diberikan respon awal yang cepat untuk mengidentifikasi kasus.
Kota Dumai sebagai kota industri yang berkembang pesat tidak luput dari tantangan sosial, termasuk kekerasan terhadap perempuan. Dinamika sosial, tekanan ekonomi, serta pola pikir patriarkal masih banyak ditemui di kalangan masyarakat. Perempuan dalam keluarga yang berada pada tekanan ekonomi seringkali menjadi korban kekerasan yang bersifat terus-menerus dan berulang. Ironisnya, kasus-kasus tersebut sebagian besar tidak tercatat secara resmi karena korban memilih untuk diam atau menyelesaikannya secara kekeluargaan.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai adalah instansi teknis yang berperan penting dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. DPPPA memiliki tugas utama menyusun dan melaksanakan program kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, termasuk memberikan layanan pengaduan, pendampingan hukum, perlindungan sementara, dan rehabilitasi psikologis. Sebagai pelaksana kebijakan, DPPPA juga bekerja sama dengan instansi lain seperti kepolisian, rumah sakit, dan lembaga bantuan hukum.
Sejalan dengan itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai memiliki peran strategis dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan, terutama dalam mewujudkan memperkuat upaya pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap perempuan. Salah satu program utama yang dijalankan adalah Program Pemenuhan Hak Perempuan, yang dirancang secara komprehensif untuk tidak hanya memberikan perlindungan hukum, psikologis, dan sosial kepada perempuan korban kekerasan, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak-hak dasar perempuan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi publik. 
Melalui program ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai berupaya memulihkan martabat, meningkatkan kemandirian, serta memberdayakan perempuan korban agar dapat kembali aktif dan produktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Pendekatan yang digunakan mencakup pendampingan intensif, pelatihan keterampilan, akses terhadap layanan kesehatan dan hukum, hingga penguatan jaringan dukungan sosial, sehingga perempuan terlindungi dari ancaman kekerasan. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini:
Tabel I.2
Pelayanan dan kegiatan Program Pemenuhan Hak Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai
	No
	Jenis Pelayanan
	Kegiatan Utama

	1
	Layanan Konseling dan Psikososial
	a. Sesi konseling individu/kelompok
b. Terapi psikologis
c. Konseling keluarga

	2
	Pendampingan Hukum
	a. Bantuan hukum gratis
b. Pendampingan proses hukum di kepolisian  dan pengadilan

	3
	Rumah Aman (Shelter)
	a. Penampungan sementara
b. Perlindungan 24 jam
c. Fasilitas pemulihan dasar

	4
	Penampungan sementara
	a. Penjangkauan korban ke lapangan
b. Mediasi antara korban dan pelaku (jika memungkinkan)
c. Rujukan ke instansi terkait

	5
	Rehabilitasi Sosial dan Ekonomi
	a. Pelatihan keterampilan kerja
b. Bantuan modal usaha kecil
c. Fasilitasi akses pekerjaan

	6
	Sosialisasi & Edukasi Masyarakat
	a. Seminar dan FGD
b. Kampanye anti kekerasan
c. Penyuluhan di sekolah/komunitas

	7
	Layanan Pengaduan 24 Jam
		a. Hotline pengaduan
b. Layanan konsultasi online dan offline
	d. 200 laporan masuk ke 




	8
	Pelatihan Aparat
	a. Pelatihan penanganan


Sumber Data: UPT DPPPA Kota Dumai, Tahun 2025
Dapat dilihat dari tabel di atas menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai telah menyediakan berbagai pelayanan yang komprehensif untuk melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan korban kekerasan. Pelayanan tersebut meliputi konseling psikososial, pendampingan hukum, penyediaan rumah aman (shelter), penjangkauan dan mediasi, rehabilitasi sosial dan ekonomi, sosialisasi serta edukasi masyarakat, layanan pengaduan 24 jam, dan pelatihan aparat. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai telah menyediakan berbagai program yang komprehensif untuk melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan korban kekerasan.
Program-program tersebut meliputi layanan konseling psikososial, pendampingan hukum, penyediaan rumah aman (shelter), penjangkauan dan mediasi, rehabilitasi sosial dan ekonomi, sosialisasi serta edukasi masyarakat, layanan pengaduan 24 jam, dan pelatihan aparat. 
Penanganan kasus pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai berjalan melalui tahapan yang saling terhubung dan terintegrasi, dimulai sejak pengaduan pertama kali disampaikan hingga tuntasnya pencatatan kasus. Setiap tahapan dirancang untuk memastikan tidak ada kebutuhan korban yang terabaikan, sekaligus memperkuat perlindungan dan pemberdayaan secara menyeluruh.
Dalam upaya mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai tidak hanya fokus pada penanganan pasca-kasus, tetapi juga aktif dalam melakukan penyuluhan dan edukasi masyarakat sebagai bentuk pencegahan dini. Penyuluhan menjadi salah satu pilar penting dalam strategi DPPPA untuk mengubah persepsi masyarakat, meningkatkan kesadaran akan hak-hak perempuan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan dan menangani kasus kekerasan.
Adapun gambar alur pelayanan dan penanganan kasus terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, sebagai berikut:
Bagan I.1
Alur Pelayanan Dan Penanagnan Kasus UPTD PPA Kota Dumai 
Klien:
Datang Sendiri/ Rujukan/ Jangkauan
Mengisi Administrasi 
Di Wawancarai oleh Psikolog
Rekomendasi Layanan Lanjutan
Pelayanan Umum
Pelayanan Kesehatan 
Pelayanan Psikososial
Pelayanan Rumah Aman
Mitra Kerja:
Unit PPA PolresDumai Dan Seluruh Polsek di Kota Dumai

Mitra Kerja:
Dinas Kesehatan Melalui: RSUD Dan RS Bhayangkara serta Puskesmas Kecamatan 

Psikolog Tokoh Agama
Mitra Kerja:
Dinas Sosial
Panti Sosial
1. Perjanjian antar pihak ketiga
2. Pelaksana antar pihak ketiga
3. Pengakhiran suatu perjanjian
Rekam Kasus
Pencatatan dan Pelaporan

















Sumber Data: DPPPA Kota Dumai, Tahun 2025


Berdasarkan bagan I.1, masyarakat dapat datang sendiri, dirujuk oleh pihak lain, atau dijangkau oleh petugas. Pertama, masyarakat akan mengisi administrasi dengan mengisi identitas diri. Selanjutnya, masyarakat akan diwawancarai oleh psikolog UPTD PPA. Wawancara ini bertujuan untuk menentukan rekomendasi pelayanan lanjutan yang diperlukan klien. 
Rekomendasi tersebut bisa mencakup layanan hukum di unit PPA Polres Dumai dan Polsek Kota Dumai, serta layanan kesehatan dari mitra kerja seperti Dinas Kesehatan dan puskesmas kecamatan. Layanan psikososial disediakan oleh psikolog dan tokoh agama. Selain itu, pelayanan rumah aman tersedia melalui kerjasama dengan Dinas Sosial dan panti sosial.
Dalam proses pelaksanaan layanan, terdapat tahapan penting yang melibatkan pihak ketiga, yaitu korban, pelaku, dan saksi. Tahap pertama adalah perjanjian antar pihak ketiga, yang melibatkan kesepakatan antara korban, pelaku, dan saksi mengenai langkah-langkah penanganan kasus.
 Selanjutnya adalah pelaksanaan antar pihak ketiga, di mana masing-masing pihak menjalankan perannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Tahap terakhir adalah pengakhiran suatu perjanjian setelah semua kegiatan terselesaikan, diikuti dengan pencatatan dan pelaporan rekam kasus untuk memastikan bahwa setiap langkah penanganan tercatat dengan baik dan dapat dipantau perkembangannya.
Waktu penyelesaian kasus ini diperkirakan kurang lebih 3 bulan, dan selama kasus ini berlangsung tidak akan ada pemungutan biaya diluar ketentuan yang berlaku kepada klien.
Dalam konteks implementasi kebijakan pogram pemenuhan hak perempuan, komunikasi memiliki peran penting dalam menjalankan  kebijakan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan di Kota Dumai. Komunikasi antar instansi sangat penting dalam menjalankan program ini dengan pihak terkait, DPPPA, Satpol PP, Kepolisian, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), dan Dinas Kesehatan. Kerjasama ini mencakup instansi ini mencakup forum atau melakukan komunikasi yang berfungsi untuk mengawasi, mendampingi, dan meninjak lanjuti kasus kekerasan terhadap perempuan sosialisasi program perlindungan perempuan korban kekerasan dilakukan dengan adanya pen forum dan diskusi puplik mengadakan forum komunikasi, seminar, diskusi kelompok (FGD), atau dialog puplik  antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga layanan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi.
Selain itu disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan sangat menentukan dalam proses implementasi. Dalam konteks perempuan korban kekerasan Sikap positif, empati, dan komitmen dari pegawai terhadap  kekerasan terhadap perempuan akan mendorong mereka untuk lebih aktif dan tanggap dalam memberikan layanan perlindungan. Sebaliknya, sikap acuh tak acuh, kurangnya pemahaman, atau rendahnya kepedulian dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan budaya kerja yang mendukung dan memotivasi para petugas agar merasa terlibat serta bertanggung jawab dalam menangani dan melindungi perempuan yang menjadi korban kekerasan. Pelatihan, bimbingan teknis, dan peningkatan kapasitas pegawai juga perlu dilakukan secara berkelanjutan guna memperkuat disposisi positif ini dalam pelaksanaan kebijakan.
Selain itu, implementasi dalam konteks perempuan korban kekerasan didukung dengan struktur birokrasi yang baik. sehingga pembagian peran jelas bagi setiap individu yang akan mempercepat proses penanganan. Dalam hal ini, mekanisme koordinasi antar berbagai lembaga seperti kepolisian, pendidik, tenaga kesehatan, dan pemerhati perempuan harus dimaksimalkan agar memastikan bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dapat berjalan secara terintegrasi. Sebaliknya, birokrasi yang rumit dan tidak terkoordinasi dapat menyebabkan keterlambatan dan ketidakefektifan dalam memberikan perlindungan yang dibutuhkan oleh korban.
Penting untuk memahami bahwa perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat dan berbagai stakeholder lainnya. Kesadaran akan hak-hak perempuan serta pentingnya memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan harus ditanamkan sejak dini dalam masyarakat. Upaya ini akan menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman dan mendukung pemulihan korban secara menyeluruh.
Dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan dampak dari berbagai faktor, termasuk ketimpangan gender, tekanan ekonomi, rendahnya pendidikan, dan kurangnya akses terhadap layanan perlindungan. Di Kota Dumai, tidak sedikit perempuan yang mengalami kekerasan baik dalam ranah domestik maupun publik, namun enggan melapor karena takut, stigma sosial, atau ketidaktahuan terhadap layanan yang tersedia.
Berdasarkan ketentuan dalam berbagai kebijakan nasional seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta merujuk pada implementasi kebijakan di daerah seperti Perda Kota Dumai No. 4 Tahun 2016, berikut adalah beberapa kriteria perempuan korban kekerasan:
a. Mengalami kekerasan fisik, seperti pemukulan, penendangan, penyiksaan, atau perlakuan lain yang menyebabkan luka atau penderitaan fisik.
b. Mengalami kekerasan psikis, berupa penghinaan, ancaman, intimidasi, atau tekanan mental yang menimbulkan gangguan psikologis.
c. Mengalami kekerasan seksual, baik berupa pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, hingga pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi atau praktik aborsi secara paksa.
d. Mengalami kekerasan ekonomi, seperti pemaksaan untuk bekerja tanpa upah, pelarangan bekerja, atau dikontrolnya penghasilan oleh pasangan secara tidak adil.
e. Mengalami penelantaran dalam relasi keluarga, di mana pelaku tidak memberikan perlindungan, pemenuhan hak, maupun dukungan hidup yang layak kepada korban.
f. Ketergantungan ekonomi dan sosial terhadap pelaku, sehingga korban sulit untuk melaporkan atau meninggalkan hubungan yang berbahaya.
Adapun Tujuan dari program terkait perempuan korban kekerasan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai adalah sebagai berikut:
a. Memberikan layanan perlindungan hukum, pendampingan    psikologis, serta rehabilitasi medis dan sosial bagi perempuan korban kekerasan agar memperoleh keadilan dan pemulihan yang menyeluruh.
b. Menyediakan rumah aman (shelter) atau tempat perlindungan sementara bagi perempuan korban kekerasan untuk menjamin keselamatan dan stabilitas psikologis selama masa pemulihan.
c. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mencegah serta menangani kekerasan terhadap perempuan melalui edukasi, sosialisasi, dan kampanye anti kekerasan di lingkungan sosial.
d. Mendorong kemandirian perempuan korban kekerasan melalui pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan, bantuan usaha, dan fasilitasi akses terhadap layanan sosial lainnya guna membangun kembali kehidupan yang layak dan bermartabat.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan, perempuan korban kekerasan adalah mereka yang mengalami tindakan kekerasan secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi, baik di dalam lingkup rumah tangga, tempat kerja, maupun di ruang publik. 
Peraturan ini bertujuan untuk menjamin rasa aman dan hak atas keadilan. Salah satu langkah penting yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya perempuan korban kekerasan adalah melalui pembentukan mekanisme koordinasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA).
Aspek lain yang menghambat implementasi kebijakan adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam program perlindungan perempuan juga menjadi tantangan serius. Banyak masyarakat yang masih memiliki pandangan patriarkal dan menganggap kekerasan terhadap perempuan sebagai urusan pribadi rumah tangga. Stigma terhadap korban menyebabkan mereka tidak melapor dan memilih diam. 


Hal ini berdampak pada kurangnya deteksi dini dan lambatnya penanganan kasus. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
Tabel I.3
Jumlah kasus perempuan korban kekerasan dan jumlah kasus yang dilaporkan oleh masyarakat pada UPTD Dinas Pemberrdayaan Perempuan dan Perlindungan anak DPPPA Kota Dumai
	Tahun
	Jumlah Kasus  Perempuan Korban Kekerasan
	Jumlah Kasus Dilaporkan oleh Masyarakat
	Pesentase Partisipasi Masyarakat
	Bentuk Partisipasi yang Dominan
	Kendala Partisipasi Utama

	2022
	30
	5
	16%
	Pelaporan Ke RT/RW
	Takut, Malu, Anggapan Aib Keluagga

	2023
	28
	8
	28%
	Konsultasi Informal Dengan Tokoh Agama
	Stigma Sosial, Kurangnya Pengetahuan

	2024
	35
	11
	31%
	Diskusi Kelompok Dimasyarakat Terbuka
	Patriarki, Ketidakpercayaan pada Layanan


Sumber Data: UPT DPPPA Kota Dumai, Tahun 2025
Berdasarkan tabel di atas bahwa data total kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat oleh UPTD DPPPA Kota Dumai selama tiga tahun mencapai 93 kasus dan 24 kasus diantaranya dilaporkan langsung oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang masih tergolong rendah yaitu rata-rata hanya 25% dari total kasus yang tercatat.
 Partisipasi masyarakat dalam pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dihimpun oleh UPT DPPPA Kota Dumai selama tiga tahun terakhir (2022–2024), dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih tergolong rendah. Persentase partisipasi masyarakat terhadap kasus kekerasan yang diketahui tercatat sebesar 16% pada tahun 2022 meningkat menjadi 28% pada tahun 2023, dan mencapai 31% pada tahun 2024. Meskipun terjadi peningkatan secara kuantitatif dari tahun ke tahun, secara substantif angka tersebut masih menunjukkan bahwa mayoritas kasus yang diketahui masyarakat tidak dilaporkan kepada pihak berwenang.
Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pelaporan kasus kekerasan perempuan, yang mencerminkan bahwa belum semua kasus yang terjadi dimasyarakat sampai ke jalur resmi pelaporan dan penanganan. Selain itu, persentase partisipasi masyarakat dalam pelaporan kasus masih rendah yaitu sekitar 25% meskipun cenderung meningkat dari tahun ke tahun, yang menjadi indikasi masih terdapat hambatan seperti stigma sosial, kurangnya kepercayaan terhadap layanan, dan keterbatasan sumber daya pada unit perlindungan (UPT DPPPA) yang menyebabkan proses pelaporan dan penanganan berjalan tidak optimal. 
Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan tidak terlepas dari berbagai kendala yang bersifat psikososial dan kultural. Diantaranya adalah rasa takut, rasa malu, anggapan bahwa kekerasan merupakan aib keluarga serta stigma sosial terhadap pelapor, hal ini juga didasari rendahnya pengetahuan masyarakat tentang layanan perlindungan perempuan, serta masih kuatnya nilai-nilai patriarki yang menghambat keberanian individu dalam melaporkan kasus kekerasan.
Berdasarkan wawancara bersama Ibu Maini Asna, SKM, M.Si sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai, beliau menyatakan bahwa:
“Saat ini kami telah menyediakan berbagai layanan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan, seperti rumah aman, layanan pengaduan, pendampingan hukum, dan rehabilitasi psikososial. Namun, kami masih menghadapi kendala utama berupa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Kurangnya kesadaran dan peran aktif masyarakat menyebabkan banyak kasus tidak segera dilaporkan dan kurang mendapat dukungan, sehingga angka kekerasan terhadap perempuan tetap tinggi. Oleh karena itu, kami terus berupaya meningkatkan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat lebih peka dan terlibat secara aktif, karena sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menurunkan kasus kekerasan dan memberikan perlindungan yang efektif bagi korban” (wawancara kepada kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPPA) Kota Dumai yang bernama MAINI ASNA, SKM, M.SI berusia sekitar 50 tahun, pada hari Jumat, 3 Januari 2025/14.00 WIB).
“Dulu saya menjadi korban kekerasan dari suami saya. Setelah kami bercerai, saya terpaksa merantau ke luar kota untuk bekerja karena tidak ada lagi yang menanggung biaya hidup saya dan anak-anak. Saya sangat berat meninggalkan anak-anak, tapi keadaan memaksa. Saya hanya bisa berharap mereka bisa tetap kuat, jauh dari saya.” (Wawancara dengan perempuan korban kekerasan berusia sekitar 35–40 tahun, pada hari Selasa, 11 Februari 2025 pukul 19.30 WIB).
Dari kedua hasil wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa ini menunjukkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai telah memiliki program perlindungan bagi perempuan korban kekerasan seperti rumah aman, layanan pengaduan, pendampingan hukum, dan rehabilitasi psikososial, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama dalam hal koordinasi antarinstansi terkait. Kurangnya sinkronisasi data dan prosedur menyebabkan penanganan korban berjalan lambat dan kurang maksimal. 
Di sisi lain, perempuan korban kekerasan terpaksa merantau dan meninggalkan anak-anaknya demi bertahan hidup secara ekonomi pasca perceraian. Hal ini menunjukkan belum adanya dukungan keberlanjutan dan pemberdayaan ekonomi bagi korban, serta dampak serius yang ditimbulkan terhadap anak-anak yang ditinggalkan.
Selain itu, penulis juga mewawancarai masyarakat sebagai narasumber. “Saya sering mendengar suara ribut-ribut dari rumah sebelah, apalagi kalau malam hari. Kadang terdengar suara tangisan dan bentakan laki-laki. Waktu itu saya sempat lihat korban keluar rumah dengan wajah lebam, tapi dia tidak mau cerita banyak. Kami di lingkungan sini hanya bisa prihatin, karena dia seperti takut untuk bicara. Sebagai tetangga, kami merasa sedih tapi juga bingung harus bagaimana, takut salah langkah.” (wawancara kepada masyarakat yaitu Ibu Siti, berusia 32 tahun seorang ibu rumah tangga di Kota Dumai, pada hari Selasa, 11 Maret 2025/19.30 WIB.)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa dalam penanganan perempuan korban kekerasan masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi terutama rendahnya partisipasi masyarakat dalam membantu korban secara langsung. Meskipun masyarakat menunjukkan kepedulian dan keprihatinan terhadap kondisi korban, namun ketidaktahuan akan mekanisme penanganan serta kekhawatiran bertindak di luar kewenangan membuat mereka ragu untuk mengambil langkah konkret. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan tidak hanya membutuhkan kehadiran kebijakan dari pemerintah tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat yang didukung oleh edukasi dan sosialisasi yang memadai.
Selain itu, kurangnya pelaporan dan penjangkauan yang terintegrasi menyebabkan banyak kasus kekerasan tidak terdeteksi dan tidak tertangani secara cepat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah melalui DPPPA untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan korban kekerasan secara menyeluruh serta memperkuat kolaborasi dan peran masyarakat dalam mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan responsif terhadap kekerasan terhadap perempuan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan program pemenuhan hak perempuan, serta mengeksplorasi pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah dalam upaya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
Diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan kebijakan dan program perlindungan, serta mendorong terciptanya lingkungan yang lebih aman, responsif, dan mendukung bagi perempuan korban kekerasan di Kota Dumai. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tetarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Implementasi Kebijakan Program Pemenuhan Hak Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai”.


B. [bookmark: B._Perumusan_Masalah][bookmark: _bookmark3][bookmark: _Toc206862828]Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan dan latar belakang masalah di atas ditemukan beberapa gejala masalah antara lain :
1. Masih ditemukannya tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Kota Dumai.
2. Masih ditemukan kurangnya Partisipasi masyarakat dalam penanganan perempuan korban kekerasan di Kota Dumai.
Berdasarkan dari gejala permasalahan dan uraian tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana Implementasi Kebijakan program pemenuhan hak perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai”.
C. [bookmark: C._Tujuan_dan_Kegunaan_Penelitian][bookmark: _bookmark4][bookmark: _Toc206862829]Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program pemenuhan hak Perempuan pada Dinas pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai.
b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung Implementasi Kebijakan Program pemenuhan hak perempuan Perempuan pada Dinas pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai.


2. Kegunaan Penelitian
a. Sebagai masukan atau informasi khususnya pada dinas Perlindungan Perempuan Kota  Dumai dalam	meningkatkan implementasi kebijakan Kota Dumai.
b. Sebagai bahan informasi, pengembangan keilmuan khususnya ilmu Administrasi Publik yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Dinas Perlindungan Perempuan Kota Dumai.
c. Sebagai referensi dan informasi bagi pihak lain yang ingin meneliti masalah yang sama dengan penelitian ini.



[bookmark: _Toc206862830]BAB II
[bookmark: _Toc206862831][bookmark: II.___TELAAH_PUSTAKA][bookmark: _bookmark5]TELAAH PUSTAKA

A. [bookmark: A._Kerangka_Teori][bookmark: _bookmark6][bookmark: _Toc206862832]Kerangka Teori

1. Implementasi
Implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan / penerapan. Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif“. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan dan juga dapat di artikan implementasi adalah bukan hanya kegiatan, tapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara serius dengan mengikuti acuan norma tertentu untuk mencapaii tujuani kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya, (Tomi Jafisa 2022).
Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling .menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa implementasi merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya (Guntur Setiawan, 2004).
Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Dari pengertian tersebut Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. (Nurdin Usman, 2002). 
Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program (Harsono, 2002). Ada beberapa pendekatan implementasi menurut (Wahab, 2014). yaitu sebagai berikut:
a. Pendekatan manajemen dan proses adalah upaya untuk mengembangkan prosedur yang benar, seperti prosedur manajemen dan teknik prosedur manajemen yang tepat.
b. Perilaku mengacu pada persepsi bahwa mungkin ada penolakan terhadap perubahan.
c. Perilaku mengacu pada persepsi bahwa mungkin ada penolakan terhadap perubahan. Jadi dengan alasan tersebut dikemukakan implementasi merupakan suatu kebijakan yang dapat direncanakan dengan seksama.  Jadi dengan alasan tersebut dikemukakan implementasi merupakan suatu kebijakan yang dapat direncanakan dengan seksama.
Implementasi kebijakan secara umum merujuk pada proses penerapan atau pelaksanaan keputusan dan tindakan yang telah dirumuskan dalam suatu kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemerintahan atau manajemen publik, implementasi kebijakan melibatkan serangkaian langkah yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga terkait, maupun masyarakat, untuk mewujudkan kebijakan yang telah direncanakan agar efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa indonesia berarti pelaksanaan atau penepatan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.
implementasi kebijakan publik merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik (publikcervises) kepada masyarakat. (Suharno, 2008).
2. Implementasi Kebijakan

Menurut Wibawa dalam (Hessel dkk, 2008) Implementasi kebijakan merupakan pengejawatan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi ekekutif yang penting atau keputusan perundangan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat berkaitan erat dengan beberapa aspek diantaranya pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen dengan konsistensi tinggi para pelaksana kebijakan, dan prilaku sasaran
Implementasi sebuah kebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya alam, manusia maupun biaya dan 17 diikuti dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan. Menurut Teori George C. Edwards III Wibawa dalam (Riant Nugroho, 2009) Dalam pandangan, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni :
a. Komunikasi adalah keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada komunikasi yang efektif antara para pelaksana dan kelompok sasaran. Komunikasi yang jelas dan konsisten dapat mengurangi distorsi dalam pelaksanaan kebijakan.
b. Sumber daya adalah sumber daya yang mencakup sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur juga sangat penting untuk mendukung implementasi kebijakan. Tanpa sumber daya yang memadai, meskipun kebijakan telah dikomunikasikan dengan baik, implementasi tetap tidak akan efektif.
c. Disposisi adalah sikap dan komitmen dari para pelaksana kebijakan juga mempengaruhi keberhasilan implementasi. Disposisi positif dari pelaksana akan mendorong pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
d. Struktur birokrasi adalah struktur organisasi dan birokrasi yang efisien dapat memperlancar proses implementasi. Keterkaitan antara berbagai unit dalam organisasi juga berperan penting dalam mencapai tujuan kebijakan keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.
Mulyadi menekankan bahwa keempat faktor ini saling berinteraksi dan tidak ada satu faktor pun yang dapat berdiri sendiri dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan publik. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten. Selain itu, Edward III dalam (Kadji, 2015) menyimpulkan bahwa yang termasuk dalam sumber daya adalah staf yang memadai; informasi yang cukup; kewenangan; serta fasilitas yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pelayanan publik.
3. Konsep Kebijakan publik

Anderson dalam kajian (2020:3) secara umum "kebijakan" atau "policy" digunakan untuk merujuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah). Pengertian kebijakan seperti ini dapat digunakan dan relative memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah.
   Kebijakan publik merupakan arah atau tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.
   Adapun pengertian kebijakan publik Secara etimologis menurut Dunn dalam Anggara (2012:449) istilah kebijakan (policy) berasal dari Bahasa Yunani, Sanskerta, dan Latin. Sselanjutnya Dunn menerangkan bahwa akar kata Bahasa Yunani dan sanskerta, yaitu polis (negara-kota) dan dikembangkan dalam Bahasa Latin menjadi politica (negara) dan akhirnya dalam Bahasa Inggris politics, yang berarti Menangani masalah masalah publik atau administrasi pemerintahan.
   Selanjutnya Abidin (2002:10). Istilah publik dalam rangkaian kata public policy mengandung tiga konotasi: pemerintah, masyarakat, dan umum. 
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan publik serta mencapai tujuan Negara. Khususnya dalam mencapai tujuan Negara yaitu kesejateraan masyarakat, pemerintah memuat kebijakan dan meiaksanakan dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat.
Menurut Handoyo (2012:4), berpendapat bahwa kebijakan melibatkan perilaku seperti halnya maksud-maksud, bisa berupa tindakan dan bukan tindakan. Kebijakan memiliki outcomes di masa depan. Kebijakan juga merujuk pada serangkaian tindakan, muncul dari proses yang melibatkan hubungan organisasional. Kebijakan juga melibatkan peran dari agen kebijakan.
Menurut Nugroho (2014:55), kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan dari hal tersebut diketahui bahwa kebijakan publik dikelompokkan menjadi tiga yaitu:
1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum.
2. Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah.
3. Kebijakan publik yang bersifat mikro.
Dengan demikian dapat diketahui bahwa Nugroho (2014:115) terdapat tiga pokok yang berkenan dengan kebijakan publik, yaitu:
1. Perumusan kebijakan.
2. Implementasi kebijakan.
3. Evaluasi kebijakan.
Robert Eyeston dalam Pramono (2020:27-28) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "Hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya". Proses kebijakan dapat dilukiskan sebagai tuntutan perubahan dalam perkembangan melaksanakan dan mengendalikan suatu kebijakan. Dengan kata lain, proses adalah keseluruhan tuntunan peristiwa dan pembuatan dinamis.
Kemudian selaras dengan pendapat di atas, Parsons (2005) dalam Handoyo (2012:7) mengatakan bahwa kekuasaan yang dimiliki negara tidak dapat dipertahankan hanya dengan kekuatan paksa tetapi memerlukan kebijakan. Menyambung pendapat di atas tentunya Handoyo (2012:7) mengatakan bahwa negara merupakan pemegang kekuasaan yang sah, tetapi tidak akan efektif tanpa ada kebijakan publik yang dibuat.
Oleh karenanya, kebijakan publik pada dasarnya merupakan kebijakan negara, maka kebijakan publik dimaknai sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan, untuk memastikan bahwa tujuan yang sudah dirumuskan dan disepakati oleh publik dapat tercapai.

Kemudian, kebijakan publik menurut Carl Fredrich dalam Pramono (2021:30-31) adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan  (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.
Kebijakan berkaitan dengan apa yang dilakukan pemerintah. Dalam kaitan ini, Dye dalam Handoyo (2012:8) mengartikan kebijakan publik sebagai "whatever Government choose to do or not to do" kebijakan publik merupakan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukannya.
Dalam buku yang berjudul public policy making, Anderson dalam Handoyo (2012:8) pun setuju dengan pandangan Dye tentang makna kebijakan publik sebagai "apapun yang dipilih pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu".
Senada dengan pendapat di atas, menurut Anderson dalam Tachjan (2006:16) mengemukakan bahwa "public policies are those policies developed by governmental bodies and officials". Maksudnya, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan penjabat-penjabat pemerintah. Kemudian, kebijakan publik dapat ditetapkan secara jelas dalam bentuk program-program, proyek-proyek, dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.
Selanjutnya, Lasswell dalam Subianto (2020:3) mengemukakan ruang lingkup kebijakan publik meliputi: metode penelitian, proses kebijakan, hasil dari studi kebijakan, serta temuan dari hasil penelitian yang berkontribusi penting guna memenuhi kebutuhan intelegensi saat ini Karena itulah menurut Lasswell bahwa ilmu kebijakan harus kontekstual, multi-metode, serta problem oriented.
Menurut Sedarmayanti di dalam Pasolong (2019:258) menyimpulkan bahwa terdapat 4 unsur atau prinsip utama yang dapat memberikan gambaran kebijakan publik yang berciri kepemerintahan yang baik, sebagai berikut:
1. Akuntabilitas Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.
2. Transparansi Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
3. Keterbukaan Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.
4. Aturan hukum Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.
Menurut Badjuri (2003:49), mengatakan bahwa pada dasarnya kebijakan publik terjadi karena adanya masalah yang perlu ditangani secara serius. Tanpa adanya masalah, barangkali tidak pernah ada sebuah kebijakan publik timbul.
Menurut Dunn (2002:46), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyeluruh tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.
Dalam kaitannya dengan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan ditujukan kepada pemerintah. Dalam kebijakan publik perhatiannya mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang dilakukan oleh penjabat pemerintah, kebijakan publik mengatur kehidupan bersama, bukan kehidupan per orang atau kelompok.
4. Konsep Program Pemenuhan Hak Perempuan
Pemenuhan hak perempuan merupakan upaya sistematis yang dilakukan oleh negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama bagi perempuan korban kekerasan. Pemenuhan hak tidak hanya berarti memberikan perlindungan, tetapi juga mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, keadilan, kesempatan ekonomi, serta kebebasan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Pemenuhan hak perempuan menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
Salah satu teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan konsep pemenuhan hak perempuan adalah teori Women’s Rights as Human Rights yang dikemukakan oleh (A. M. Jaggar, 2004). Teori ini menegaskan bahwa hak perempuan bukanlah hak yang terpisah atau tambahan, melainkan bagian integral dari hak asasi manusia. Jaggar (2004) menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi, dan marginalisasi gender merupakan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut.
Teori Women’s Rights as Human Rights menekankan tiga prinsip utama, yaitu:
a. Hak untuk hidup aman dan bebas dari kekerasan
Perempuan berhak hidup tanpa ancaman kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi, baik di ranah privat (rumah tangga) maupun publik (tempat kerja, ruang sosial). Dalam konteks Kota Dumai, banyak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mengalami kekerasan berulang karena tidak mendapatkan perlindungan yang memadai.
b. Hak atas keadilan dan akses terhadap sistem hukum
Perempuan korban kekerasan harus memiliki akses yang setara terhadap layanan hukum, pendampingan, dan proses peradilan. Namun, dalam kenyataannya, banyak korban yang enggan melapor karena khawatir tidak dipercaya, tidak mendapat dukungan, atau mengalami reviktimisasi.
c. Hak untuk hidup bermartabat dan mandiri
Pemenuhan hak juga mencakup upaya pemulihan dan pemberdayaan, seperti konseling psikososial, rehabilitasi, dan pelatihan keterampilan, agar perempuan mampu bangkit secara mental dan ekonomi. Tanpa kemandirian, pemenuhan hak hanya bersifat sementara dan tidak berkelanjutan.
B. [bookmark: B._Operasional_Variabel_Penelitian][bookmark: _bookmark7][bookmark: _Toc206862833] Operasional Variabel Penelitian

Untuk mencapai realita dari permasalahan yang penulis paparkan serta yang menjadi acuan penelitian ini dan selanjutnya untuk membahas suatu konsep untuk mengoperasikan permasalahan agar arahan dan tujuan penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan dan bisa dimengerti,berikut ini akan penulis jelaskan beberapa konsep indikator yang dipergunakan dalam penelitian ini:
1. Implementasi

	Implementasi dalam penelitian ini merujuk pada proses pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan korban kekerasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai. Implementasi ini dilihat dari sejauh mana kebijakan tersebut dijalankan secara nyata di lapangan, melibatkan pelaksana, sumber daya yang digunakan, serta hambatan dan dukungan yang terjadi dalam proses tersebut
.
2. Kebijakan

Kebijakan dalam penelitian ini adalah seluruh aturan, program, dan tindakan yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai dalam memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan. Kebijakan ini mencakup peraturan perundang-undangan, prosedur operasional, strategi perlindungan, serta upaya pemulihan korban kekerasan.
3. Implementasi Kebijakan

 Implementasi kebijakan dalam penelitian ini adalah proses pelaksanaan dan penerapan kebijakan perlindungan perempuan korban kekerasan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai. Implementasi ini mencakup kebijakan tersebut dijalankan oleh aparat pelaksana, koordinasi lintas sektor, ketersediaan sumber daya, serta pengaruh budaya organisasi terhadap keberhasilan perlindungan korban, maka penulis menggunakan teori implementasi kebijakan George C.Edward III (Riant Nugroho, 2009) sebagai acuan dalam menilai implementasi kebijakan tersebut. Adapun indikator-indikator sebagai berikut:
1. [bookmark: _Hlk206458595]Komunikasi

Komunikasi mengacu pada bagaimana kebijakan disampaikan kepada pelaksana dan masyarakat, serta bagaimana informasi dikomunikasikan antar instansi. Komunikasi yang efektif akan memastikan bahwa kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Adapun Sub indikatornya adalah:
a.  Adanya kejelasan informasi kebijakan kepada pelaksana dan masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai.
b. Adanya saluran komunikasi yangg dapat digunakan oleh masyarakat untuk perempuan korban kekerasan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai.
c. Adanya penyuluhan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai.
2. Sumber daya

Sumber daya mencakup segala dukungan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kebijakan, seperti anggaran, tenaga kerja, fasilitas, dan informasi. Tanpa sumber daya yang memadai, implementasi kebijakan tidak akan berjalan optimal.Adapun Sub indikatornya adalah:
a. Adanya ketersediaan tenaga ahli dan konselor untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan pada Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPPA) Kota Dumai.
b. Adanya pegawai yang kompeten pada Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPPA) Kota Dumai.
c. Adanya fasilitas pendukung dalam pelaksanaan program pemenuhan hak perempuan pada Dinas peedayaan peempuan dan pelindungan anak (DPPPA) Kota Dumai.


3. Disposisi 

Disposisi mengacu pada komitmen, sikap, dan kemauan petugas dalam melaksanakan kebijakan. Sikap positif akan mendorong keberhasilan pelaksanaan kebijakan.adapun sub indikatornya adalah:
a. Adanya komitmen petugas dalam menjalankan program pemenuhan hak perempuan pada Dinas pemerdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPPA) Kota Dumai.
b. Adanya responsivitas pegawai dalam menangani laporan dan kasus kekerasan terhadap perempuan pada Dinas pembberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPPA) Kota Dumai.
c. Adanya upaya pegawai dalam mendukung program pemenuhan hak perempuan pada Dinas pembberrdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPPA) Kota Dumai.
4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi mencakup pembagian tugas, prosedur, dan mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur yang jelas dan efisien akan mendukung implementasi yang berhasil. Adapun sub indikatornya adalah:
a. Adanya mekanisme pelaporan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang terintegrasi pada Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPPA) Kota Dumai.
b.  Adanya koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penurunan angka kekerasan terhadap perempuan pada Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindingan anak (DPPPA) Kota Dumai.
c. Adanya survey yang dilakukan oleh pegawai dpppa pada Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPPA) Kota Dumai.
4. Pemenuhan Hak Perempuan

Pemenuhan hak perempuan dalam penelitian ini adalah upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan secara penuh dalam berbagai aspek kehidupan. Hak  tersebut berupa hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, kesempatan ekonomi, serta kebebasan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. 
Adapun pengukuran penelitian atas sub-sub indikator di atas mengenai implentasi kebijakan perlindungan anak pada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPPA) Kota Dumai adalah sebagai berikut: 
Kriteria skor :
Kategori Baik (B) 			: 3 
Kategori Cukup Baik (CB)	: 2 
Kategori Tidak Baik (TB)  	: 1
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A. [bookmark: A._Lokasi_Penelitian][bookmark: _bookmark9][bookmark: _Toc206862836]Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai, yang berlokasi Jl. Putri Tujuh, Komplek Rumah Dinas Pemko Dumai. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di DPPPA Kota Dumai dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki tugas dalam menjamin hak-hak anak dan melindungi mereka dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. 
Selain itu, Alasan penulis mengambil lokasi penelitian di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai dikarenakan DPPPA Kota Dumai merupakan salah satu instansi publik yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat terutama dalam melindungi dan meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak. Instansi ini memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab untuk kesejahteraan hidup masyarakat Kota Dumai terutama terhadap perempuan dan anak.
B. [bookmark: B._Populasi_dan_Sampel][bookmark: _bookmark10][bookmark: _Toc206862837]Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugiyono dalam (Imron,2019:3) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.



Adapun populasi penelitian ini berjumlah 100 orang dengan sampel masyarakat dan pegawai pada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPPA) Kota Dumai, berjumlah 25 orang yang terdiri dari kepala dinas, sekretaris, sub bagian data usaha,  kabit pemenuhan hak anak dan perlindungan anak,kabit perlindungan perempuan, pegawai DPPPA, pegawai dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPPA) serta masyarakat berjumlah 75 orang.
Populasi bukan hanya manusia tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objekatau objek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut.
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono,2012). Mengingat Adapun yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah seluruh populasi dijadikan sampel penelitian.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu Incidental Sampling untuk masyarakat yang dilayani. Incidental Sampling adalah teknik penentuan sampel yang berdasarkan kebetulan, di mana seseorang yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dipilih menjadi sampel, apabila orang tersebut dianggap cocok dan relevan sebagai sumber data. (Sugiyono, 2012). 
Teknik pengambilan sampel untuk pegawai menggunakan teknik purposive sampling yang menurut (Sugiyono,2018) adalah pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan 
kriteria yang diinginkan untuk menentukan jumlah sampel yang akan diteliti.
Sedangkan untuk masyarakat pengambilan sampel menggunakan teknik Insidental Sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan penulis dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Penelitian dilakukan selama 20 hari kerja, setiap hari kerja penulis menetapkan sebanyak  100 orang sebagai sampel penelitian. Untuk lebih jelas berkaitan dengan populasi dan sampel dalam penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel III.1
Keadaan Populasi dan Sampel Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai
	No.
	Sub Populasi
	Populasi
	Sampel
	Persentase

	1.
	Kepala Dinas
	1
	1
	100%

	2.
	Sekretaris
	1
	1
	100%

	3.
	Sub Bagian Tata Usaha
	1
	1
	100%

	4.
	Kabit Pemenuhan Hak Perempuan
	1
	1
	100%

	5.
	Kabit Perlindungan Anak
	1
	1
	100%

	6.
	Pegawai DPPPA
	20
	20
	100%

	7.
	Masyarakat
	75
	75
	-

	
	Total
	100
	100
	100%


Sumber Data: UPT DPPPA Kota Dumai, Tahun 2025



C. [bookmark: _Toc206862838]Jenis dan Sumber Data

Dalam Penelitian ini jenis dan sumber data yang dibutuhkan terdiri dari yaitu :

1. Data Primer
Menurut Pasolong (2016:70) data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data (peneliti) dari objek penelitiannya. Adapun data yang dimaksud adalah :
1. Komunikasi
1. Sumber Daya
1. Disposisi
1. Strukur Organisasi
1. Data Sekunder
Menurut Pasolong (2016:70) data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data tersebut adalah :
1. Sejarah berdirinya UPT DPPPA Kota Dumai
1. Keadaan Pegawai UPT DPPPA Kota Dumai
1. Keadaan dan komposisi UPT DPPPA Kota Dumai
1. Struktur organisasi UPT DPPPA Kota Dumai


D. [bookmark: D._Teknik_Pengumpulan_Data][bookmark: _bookmark12][bookmark: _Toc206862839]Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan sehubungan dengan penelitian adalah:
1. Pengamatan (Observasi).

teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, (Sugiyono, 2018).
2. Angket (Kuesioner)

Angket adalah salah satu instrumen penelitian, yang terdiri dari serangkaian pertanyaan atau jenis petunjuk lainnya. Kuesioner (Angket) adalah alat penting untuk mengumpulkan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden, (Sugiyono 2017).
3. Wawancara (Interview)

Wawancara menjadi salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dari Responden yang terkait, (Sugiyono, 2018).
E. [bookmark: E._Teknik_Analisa_Data][bookmark: _bookmark13][bookmark: _Toc206862840]Teknik Analisa Data

Untuk menganalisa data dalam penelitian ini maka akan dilakukan dengan cara pengelompokkan data yang sesuai dengan jenis data yang diperlukan. Selanjutnya data tersebut akan disajikan dalam bentuk tabek yang dilengkapi dengan uraian dan penjelasan. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif yang memaparkan hasil dari observasi lapangan, kajian dokumen dan angket sehingga dapat menghasilkan laporan temuan penelitian.
Adapun skala pengukuran yang digunakan untuk menganalisis data peneliti menggunakan skala pengukuran atau rating scale. Menurut (Sugiyono, 2017) rating scale atau skala pengukuran adalah data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif.
1. Pengukuran untuk setiap indikator peneliti adalah:
Untuk menentukan Kategori untuk setiap indikator penelitian ditentukan berdasarkan rumusan yang diajukan oleh Lind et al. dalam Zulganef. Langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung skor tertinggi dan terendah sebagai berikut:
Skor Tertinggi  = 3 x 3 x 100 = 900
Skor Terendah = 1 x 3 x 100 = 300
Selanjutnya untuk menentukan interval kelas (i) atau lebar kelas menggunakan rumus yang dikemukakakn oleh (Al, 2018), yaitu: 
Diketahui :	
H = nilai data tertinggi (highest value)
L = nilai data terendah (lowest value)
K = jumlah kelas
Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditentukan interval skor sebagai berikut:


Maka penentuan skor untuk setiap indikator dalam penelitian ini akan dianalisa berdasarkan kategori skor sebagai berikut : 
300  -  500	= Tidak Baik
501  -	 700	= Cukup Baik
701  -	 900	= Baik
Dengan garis kontinum sebagai berikut :                                                                                                                                   

    300	            TB               500               CB             700	   B             900
Berdasarkan data di atas dapat kita lihat kriteria skor antara lain sebagai berikut :
1 Untuk mengetahui tanggapan secara keseluruhan maka akan dihitung skor tertinggi dikali jumlah sub indikator dikali jumlah responden, sehingga berdasarkan hal ini dapat diketahui skor tertinggi dan terendah untuk mengetahui variabel penelitian sebagai berikut:
Skor Tertinggi  = 3 x 12 x 100 = 3600
Skor Terendah = 1 x 12 x 100 = 1200
Selanjutnya untuk menentukan interval kelas (i) atau lebar kelas menggunakan rumus yang dikemukakakn oleh (Al, 2018), yaitu: 
Diketahui :
H = nilai data tertinggi (highest value)
L = nilai data terendah (lowest value)
K = jumlah kelas
Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditentukan interval skor sebagai berikut:



Maka penentuan skor untuk setiap indikator dalam penelitian ini akan dianalisa berdasarkan kategori skor sebagai berikut : 
1200     - 	 2000	= Tidak Baik
2001     -	 2800	= Cukup Baik
2801     -	 3600	= Baik                                                                                             

1200	         TB              2000             CB             2800	           B            3600
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[bookmark: _Toc206862844]DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

A. [bookmark: _Toc206862845]Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.
    Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang berdiri berdasarkan Perda SOTK Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Walikota Dumai nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2016 dengan Dinas Tipe A yang memilki satu (1) Sekretariat dan empat (4) Bidang Teknis yang beralamat di Komplek Perumahan Dinas PEMKO JI. Putri Tujuh No.2 Kecamatan Dumai Timur.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai mendukung Misi Walikota dan Wakil Walikota Dumai yang Keempat "Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan."
Tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai adalah "Meningkatnya Kualitas Pembangunan Gender" dengan sasaran yaitu "Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Pemenuhan Hak - Hak Anak."
Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Dumai adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang berdiri berdasarkan PERDA SOTK Nomor 16 Tahun 2008 dari Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tahun 2016 dengan Dinas Tipe A yang memiliki satu (1) Sekretariat dan Empat (4) Bidang teknis yang beralamat di Komplek Perumahan Dinas Pemko Jl. Puteri Tujuh No. 02 Kecamatan Dumai Timur. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk dijabarkan secara rutin sampai kepada pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karenanya seluruh jajaran Dinas Pemerintah. 
Oleh karenanya seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Strategis merupakan kebutuhan nyata untuk menghadapi persoalan yang ada serta mengantisipasi perubahan yang terjadi.
B. [bookmark: _Toc206862846]Keadaan dan Komposisi Pegawal Dinas Pemberdayaan   Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai
Dalam menunjang kegiatan dan aktivitas yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, tidak teriepas dari jumlah pegawai yang ada dapat dilihat dari jumlah ASN dan TKPK berdasarkan pada tingkat Umur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:
1. Keadaan Dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Dalam organisasi pegawai dituntut untuk memiliki rasa tanggung jawab dalam pekerjaan tak terkecuali bagi pegawai perempuan ataupun pegawai laki-laki, hal ini wajib dimliki oleh masing-masing pegawai, namun dalam organisasi maupun instansi  biasanya pekerjaan dilakukan oleh pegawai laki-laki maupun perempuan dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda.
Selanjutnya untuk melihat keadaan ASN dan TKPK berdasarkan jenis kelamin pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, sebagai berikut:
Tabel IV.1
Keadaan dan Komposisi ASN dan TKPK  Dinas PPPA Kota Dumai 
Berdasarkan Jenis Kelamin
	No
	Jenis Kelamin 
	Jabatan (orang)
	Jumlah (orang)
	Persentase

	
	
	ASN
	TKPK
	
	

	1
	Laki-Laki
	3
	17
	20
	29,41%

	2
	Perempuan
	29
	19
	48
	70,59%

	Total
	32
	36
	68
	100%


      Sumber Data: UPT DPPPA Kota Dumai, Tahun 2025
Berdasarkan  tabel IV.1 di atas dapat dilihat jumlah pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai lebih banyak pegawai yang berjenis perempuan yaitu berjumlah 48 orang (70,59%), sedangkan pegawai laki-laki berjumlah 20 orang ( 29,41%)
2. Keadaan Dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur

Dalam sebuah organisasi atau instansi umur pegawai merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam pencapaian tujuan organisasi, hal ini menjadi dapat menjadi faktor pendukung jika pegawai termasuk kedalam usia produktif.
Untuk melihat keadaan ASN dan TKPK berdasarkan tingkat umur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini:
Tabel IV.2
Keadaan dan Komposisi ASN dan TKPK Dinas PPPA Kota Dumai 
Berdasarkan Tingkat Umur
	No
	Jenis Kelamin 
	Jabatan (orang)
	Jumlah (orang)
	Persentase

	
	
	ASN
	TKPK
	
	

	1
	20-30 Tahun
	1
	21
	22
	32,35%

	2
	31-40 Tahun
	8
	10
	18
	26,47%

	3
	41-50 Tahun 
	16
	2
	18
	26,47%

	4
	51-65 Tahun
	7
	3
	10
	14,71%

	Jumlah 
	32
	36
	68
	100%


     Sumber Data: UPT DPPPA Kota Dumai, Tahun 2025
Berdasarkan pada tabel IV.2 dapat dilihat bahwa dalam latar belakang tingkat umur pegawai dinas pemberdayaan perempuan dan anak kota dumai ini terlihat baik, sebab pada tingkat umur ASN berada pada usia yang produktif lebih banyak yakni berumur 41-50 tahun dengan jumlah pegawai sebanyak 16 orang. 
Dan latar belakang tingkat umur TKPK pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai terlihat sangat baik, sebab pada tingkat umur TKPK berada pada usia yang produktif yakni dengan usia 20-30 dengan jumlah terbanyak 21 orang. Dalam kondisi tersebut jumlah TKPK yang produktif dapat membantu menutupi kelemahan ASN yang usia produktif mulai menurun.


3. Keadaan Dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
Tingkat pendidikan pegawai menjadi salah satu faktor penting dan berpengaruh dalam sebuah organisasi atau instansi, karena semakin tinggi tingkat pendidiikan seorang pegawai akan memudahkan seorang pegawai dalam menyerap informasi dan mengimplementasikan informasi tersebut pada pekerjaannya.
Untuk melihat keadaan ASN dan TKPK berdasarkan tingkat pendidikan pada DPPPA dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini:
Tabel IV.3
Keadaan dan Komposisi ASN dan TKPK Dinas PPPA Kota Dumai 
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
	No
	Jenis Kelamin 
	Jabatan (orang)
	Jumlah (orang)
	Persentase

	
	
	ASN
	TKPK
	
	

	1
	S2
	6
	1
	7
	10,30%

	2
	S1/DIV 
	21
	14
	35
	51,47%

	3
	D III
	5
	3
	8
	11,76%

	4
	SLTA
	-
	18
	18
	26,47%

	Jumlah 
	32
	36
	68
	100%


      Sumber Data: UPT DPPPA Kota Dumai, Tahun 2025
	Berdasarkan pada tabel IV.3 dapat dilihat bahwa dalam latar belakang tingkat pendidikan ASN dan TKPK Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai ini sudah terlihat sangat baik dalam hal tingkat pendidikan, dimana pada tingkat tamatan S2 berjumlah 7 orang atau dengan persentase (10,30%), tamatan S1/D.IV berjumlah 35 orang atau persentase (51,47%), untuk tamatan dari D.III berjumlah 8 orang atau berjumlah (11,76%). Dan untuk tamatan SMA /Sederajat berjumlah 18 orang TKPK dengan persentase (26,47%). 
4. Keadaan Dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Dalam organisasi atau instasi setiap pegawai memiliki jbatan yang merupakan kedudukan seorang pegawai dalam menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam rangka satu satuan organisasi. 
Untuk melihat keadaan ASN dan TKPK berdasarkan jabatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dapat dilihat berdasarkan pada tabel berikut ini:
                                          Tabel IV.5
Keadaan dan Komposisi ASN dan TKPK  Dinas PPPA Kota Dumai 
Berdasarkan Jabatan
	No
	Jabatan 
	Jabatan (orang)
	Jumlah (orang)
	Persentase

	
	
	ASN
	TKPK
	
	

	1
	Kepala Dinas
	1
	-
	1
	1,47%

	2
	Sekretaris 
	1
	-
	1
	1,47%

	3
	Kepala Bidang
	4
	-
	4
	5,89%

	4
	Kepala UPT
	1
	-
	1
	1,47%

	5
	Kepala Sub Bagian 
	4
	-
	4
	5,89%

	6
	Kepala Seksi
	12
	-
	12
	17,64%

	7
	Staff Pelaksana 
	9
	-
	9
	13,23%

	8
	Tenaga Psikolog 
	-
	1
	1
	1,47%

	9
	Tenaga Pedamping/Penyuluh
	-
	12
	12
	17,64%

	10
	Tenaga Administrator
	-
	11
	11
	16,18%

	11
	Tenaga Keamanan
	-
	6
	6
	8,82%

	12
	Tenaga Supir 
	-
	2
	2
	2,94%

	13
	Tenaga Kebersihan
	-
	4
	4
	5,89%

	Jumlah 
	32
	36
	68
	100%


 Sumber Data: UPT DPPPA Kota Dumai, Tahun 2025
Berdasarkan tabel IV.5 tersebut dapat dilihat bahwa jumlah Kepala Dinas sebanyak 1 orang dengan pesentase (1,47%), jumlah Sekretaris sebanyak 1 orang dengan persentase (1,47%), jumlah Kepala Bidang sebanyak 4 orang dengan persentase (5,89%), jumlah Kepala UPT sebanyak 1 orang dengan persentase (1,47%), jumlah Kepala Sub Bagian sebanyak 4 orang dengan persentase (5,89%), jumlah Kepala Seksi sebanyak 12 orang dengan persentase (17,64%), jumlah Staff Pelaksana sebanyak 9 orang dengan persentase sebanyak (13,23%), jumlah Tenaga Psikolog sebanyak 1 orang dengan persentasa (1,47%), jumlah Tenaga Pendamping/Penyuluh sebanyak 12 orang dengan persentase (17,64%), jumlah Tenaga Administrator sebanyak 11 orang dengan persentase (16,18%), jumlah Tenaga Keamanan sebanyak 6 orang dengan persentase (8,82%), jumlah Tenaga Supir sebanyak 2 orang dengan persentase (2,94%) dan jumlah Tenaga Kebersihan sebanyak 4 orang dengan persentase (5,89%).
5. Keadaan dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Status kepegawaian adalah suatu keadaan yang membedakan pegawai yang satu dengan yang lain dalam suatu organisasi atau instansi. Dalam instansi pemerintahan status kepegawaian dibedakan menjadi 2 yaitu ASN dan TKPK, status kepegawaian menjadi variabel penting untuk meningkatkan kinerja Pegawai yang menunjukkan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi.
Untuk melihat keadaan pegawai berdasarkan status kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini:
Tabel IV.6
Keadaan dan Komposisi ASN dan TKPK Dinas PPPA Kota Dumai 
Berdasarkan Status Kepegawaian
	No
	Status Kepegawaian 
	Jumlah (orang)
	Persentase

	1
	ASN
	32
	47,05%

	2
	TKPK
	36
	52,95%

	Jumlah
	68
	100%


      Sumber Data: UPT DPPPA Kota Dumai, Tahun 2025
Berdasarkan tabel IV.6 di atas, dapat dilihat bahwa status kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai yaitu ASN berjumlah 32 orang dengan persentase (47,05%) dan TKPK berjumlah 36 orang dengan persentase (52,95%).
6. Keadaan dan Komposisi Pegawai berdasarkan Masa Kerja

Masa kerja merupakan keseluruhan pelajaran yang diperoleh oleh seorang pekerja atau pegawai dari peristiwa yang dilaluinya dalam pekerjaan selama masa hidupnya atau dengan kata lain, masa kerja merupakan jangka waktu atau pengalaman seorang bekerja pada instansi, kantor, dan sebagainya. Tenaga kerja baru biasanya belum mengetahui secara mendalam seluk beluk pekerjaan.
Untuk melihat keadaan ASN dan TKPK berdasarkan masa kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini:


Tabel IV.7
Keadaan dan Komposisi ASN dan TKPK Dinas PPPA Kota Dumai 
Berdasarkan Masa Kerja 
	No
	Masa Kerja  
	Jumlah (orang)
	Jumlah (orang)
	Persentase

	
	
	ASN
	TKPK
	
	

	1
	1-5 Tahun
	7
	28
	35
	51,48%

	2
	6-10 Tahun
	25
	8
	33
	48,52%

	Jumlah
	32
	36
	68
	100%


 Sumber Data: UPT DPPPA Kota Dumai, Tahun 2025
Berdasarkan tabel IV.7 tersebut dapat dilihat bahwa masa kerja ASN dan TKPK 1-5 tahun berjumlah sebanyak 35 orang dengan persentase (51,48%), dan masa kerja 6-10 tahun berjumlah sebanyak 33 orang dengan persentase (48,52%).
C. [bookmark: _Toc206862847]Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Dumai, senantiasa menjadi pendukung Pemerintah Kota Dumai untuk melaksanakan tugas- tugas umum pemerintahan maupun tugas-tugas pembangunan dalam mewujudkan Misi Pemerintah Kota Dumai. Hal ini dikarenakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai merupakan Organisasi Perangkat Daerah pelaksana penanganan perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat di Kota Dumai, terutama erat kaitannya dengan Strategi untuk meningkatkan sumber daya manusia daerah, dengan penekanan pada Keadilan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Dumal".
Dengan Visi yang dibuat tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai juga mempunyai Misi yaitu:
1. Meningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga
2. Meningkatkan Perlindungan Perempuan.
3. Meningkatkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Serta Pemenuhan Hak-Hak Anak.
D. [bookmark: _Toc206862848]Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan   Perlindungan Anak Kota Dumai
Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumal Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Dumai No. 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, maka Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai adalah sebagai berikut:


Bagan IV.1
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Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2025
E. [bookmark: _Toc206862849]
Tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai
Adapun Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai yang tertuang didalam Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 yaitu sebagai berikut:
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 4, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
a) penyusunan rencana dan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
b) perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan kewenangannya.
c) pemimpinan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
d) pengesahan dan penandatanganan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya. 
e) perekomendasian dan perizinan teknis, serta pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya.
f) pembinaan pelaksanaan tugas UPT.
g) pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
h) pengoordinasian dengan instansi pelaksanaan tugas; lainnya dalam rangka pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Walikota dalam pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya.
i) pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
j) penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.
Sedangkan Tugas dan Fungsi berdasarkan pada struktur organisasi dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Kepala Dinas
Melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.
2) Sekretaris
 Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara, dan kerumahtanggaan. Adapun fungsi dari Sekretaris dalam menjalankan tugas adalah:
1) Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4) Penyelenggaraan keuangan, urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pegelolaan sarana.
5) Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.
		Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi pada sekretaris terdapat beberapa seksi pelembagaan yaitu: 
a) Subbagian Perencanaan
 Mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun Uraian Tugas dari Subbagian Perencanaan dalam menjalankan tugas yaitu:
1) Menyiapkan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan. kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.
2) Menyiapakan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.
3) Menyiapkan perurnusan pedoman dan petunjuk teknis dalam penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.
4) Menyiapkan bahan penyusunan rencana/program dan kegiatan jangka panjang, menengah, pendek berupa rencana strategis organisasi, serta bahan pemantauan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan program.
5) Menyiapkan bahan pelaksanaan analisis dan evaluasi serta periyusunan laporan penyelenggaraan program dan pencapaian akuntabilitas kinerja.
b) Subbagian Tata Usaha
 Mempunyai tugas memberikan dukungan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi. Adapun Uraian Tugas dari Subbagian Tata Usaha dalam menjalankan tugas yaitu:
1) Mengumpulkan baharı dan mempelajari peraturan perundang- undangan, kebijakan tekris, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi.
2) Menyiapkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan pemberian dukungan admnistrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi.
3) Menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti diklat struktural, teknis dan fungsional.
4) Mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi.
c) Subbagian Keuangan dan Aset
 Mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan dan mengelola barang milik/kekayaan negara. Adapun Uraian Tugas dari Subbagian Keuangan dan Aset dalam menjalankan tugas yaitu:
1) Menyiapkan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara.
2) Menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis berkaitan dengan administrasi keuangan, pengelolaarı barang milik negara.
3) Menyiapkan bahan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan.
4) Menyusun rencana kebutuhan dan pengelolaan bahan perlengkapan rumah tangga.
3) Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Ketahanan Keluarga
 Mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas dibidang pelayanan dan pengelolaan pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan ketahanan keluarga yang meliputi pengarusutamaan gender dibidang politik, ekonomi dan sosial budaya serta ketahanan keluarga. Adapun Fungsi dari Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Ketahanan Keluarga dalam menjalankan tugas yaitu:
1)   Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan ketahanan keluarga.
2)   Pelaksanaan forum koordinasi pelaksanaan pengarusutamaan penyusunan gender dan kebijakan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan ketahanan keluarga.
3)   Perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
4)   Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender penerapan kebijakan dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
5)    Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan perempuan keluarga; pemberdayaan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas. 
 Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Ketahanan Keluarga terdapat beberapa seksi pelembagaan yaitu: 
a) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi 
Mempunyai tugas: merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pelembagaan pengarusutamaan gender bidang ekonomi. Dengan uraian tugas sebagai berikut:
1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi.
2) Melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi.
3) Merumuskan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi.
4) Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi.
5) Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi.
b) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Bidang Sosial Politik dan Umum
 Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Umum Yang mempunyai tugas: merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengarusutamaan gender bidang sosial politik dan hukum. Dengan uraian tugas sebagai berikut:
1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang sosial politik dan hukum.
2) Melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang sosial politik dan hukum.
3) Merumuskan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang sosial politik dan hukum.
4) Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang sosial politik dan hukum.
5) Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender pemberdayaan perempuan dibidang sosial politik dan hukum.
c) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ketahanan Keluarga
Mempunyai tugas: merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengarusutamaan gender bidang ketahanan keluarga. Dengan uraian tugas sebagai berikut:
1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ketahanan keluarga.
2) Melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ketahanan keluarga.
3) Merumuskan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dioidang ketahanan keluarga.
4) Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penerapan kebijakan pelaksariaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ketahanan keluarga.
5) Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ketahanan keluarga.
4) Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak
Mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan tugas-tugas dibidang hak anak dan pelayanan perlindungan anak. Adapun Fungsi dari Bidang pemenuhan hak anak dan pelayanan perlindungan anak dalam menjalankan tugas yaitu:
1) Perumusan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan Anak dan Partisipasi anak.
2) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak dan partisipasi anak.
3) Perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak perlindungan anak dan partisipasi anak.
4) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak perlindungan anak dan partisipasi anak.
5) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak perlindungan anak dan partisipasi anak.
Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak terdapat beberapa seksi yaitu:
i. Seksi Pemenuhan Hak Anak
Mempunyai tugas: merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pemenuhan hak anak. Dengan uraian tugas sebagai berikut:
1) Merumuskan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.
2) Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan. kreativitas dan kegiatan budaya.
3) Merumuskan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil. informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.
4) Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.
5) Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan.
ii. Seksi Perlindungan Anak
 Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pemenuhan hak anak. Dengan Uraian Tugas sebagai berikut:
1) Merumuskan kebijakan perlindungan anak terkait perlindungan anak dalam situasi darurat, pornografi, anak berhadapan dengan hukum, stigmatisasi, anak berkebutuhan khusus, perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi.
2) Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat, pornografi, anak berhadapan dengan hukum, stigmatisasi, anak berkebutuhan khusus, perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi.
3) Menyiapkan perumusan kajian kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat, pornografi, anak berhadapan dengan hukum, stigmatisasi, anak berkebutuhan khusus, perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi.
4) Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat, pornografi, anak berhadapan dengan hukum, stigmatisasi, anak berkebutuhan khusus, perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi.
5) Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan perlindungan anak dalam situasi darurat, pornografi, anak berhadapan dengan hukum, stigmatisasi, anak berkebutuhan khusus, perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi.
iii. Seksi Partisipasi Anak
Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pemenuhan hak anak. Dengan uraian tugas sebagai berikut:
1) Merumuskan kebijakan partisipasi anak melalui peran forum anak didalam perencanaan dan evaluasi pembangunan.
2) Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan partisipasi anak dalam didalam perencanaan dan evaluasi pembangunan.
3) Menyiapkan perumusan kajian kebijakan partisipasi anak dalam didalam perencanaan dan evaluasi pembangunan.
4) Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan partisipasi anak dalam didalam perencanaan dan evaluasi pembangunan.
5) Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan partisipasi anak dalam didalam perencanaan dan evaluasi pembangunan.
5) Bidang Perlindungan Hak Perempuan
Mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas dibidang perlindungan hak perempuan dan Anak. Adapun Fungsi dari Bidang Perlindungan Hak Perempuan dalam menjalankan tugas yaitu:
1) Perumusan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
2) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
3) Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pericegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
4) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagarigan orang.
5) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bidang Perlindungan Hak Perempuan terdapat beberapa seksi yaitu:
a) Seksi Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak 
		Mempunyai tugas. merencanakan, melaksanakan. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pencegahan kekerasan perempuan dan anak. Dengan uraian tugas sebagai berikut:
1) Merumuskan kebijakan dibidang pencegahan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
2) Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
3) Menyiapkan perumusan kajian kebijakan dibidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
4) Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penerapan kebijakan dibidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
5) Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
b) Seksi Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak
		Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penanganan kekerasan perempuan dan anak. Dengan uraian tugas sebagai berikut:
1) Merumuskan kebijakan dibidang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
2) Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
3) Menyiapkan perumusan kajian kebijakan dibidang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
4) Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
5) Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang panagananan kekerasan terhadap perempuan darı anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
c) Seksi Pemberdayaan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak
		Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penanganan kekerasan perempuan dan anak. Dengan uraian tugas sebagai berikut:
1) Merumuskan kebijakan dibidang pemberdayaan korban kekerasan terhadap perernpuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
2) Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang pemberdayaan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
3) Menyiapkan perumusan kajian kebijakan dibidang pemberdayaan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
4) Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penerapan kebijakan dibidang pemberdayaan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
5) Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang pemberdayaan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
6) Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak
Mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan data informasi yang meliputi pengelolaan data informasi gender dan anak serta analisa dan kelembagaan organisasi perempuan dan anak. Adapun Fungsi dari Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak dalam menjalankan tugas yaitu:
1) Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak.
2) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak.
3) Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak.
4) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak.
5) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak.
Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak terdapat beberapa seksi yaitu:
a) Seksi Data dan Informasi Gender
Mempunyai tugas: merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan data informasi gender. Dengan uraian tugas sebagai berikut
1) Merumuskan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender.
2) Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender.
3) Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender.
4) Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender.
5) Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender.
b) Seksi Data dan Informasi Anak
Yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan data informasi Anak. Dengan Uraian tugas sebagai berikut:
1) Merumuskan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak.
2) Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak.
3) Merumuskan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak. 
4) Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak.
5) Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak.
c) Seksi Kelembagaan Organisasi Perempuan dan Anak
Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kelembagaan organisasi perempuan dan Anak. Dengan Uraian. Tugas sebagai berikut:
1. Merumuskan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kelembagaan organisasi perempuan dan anak.
2. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan. pengolahan, aralisis dan penyajian data dan informasi kelembagaan organisasi perempuan dan anak.
3. Merumuskan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kelembagaan organisasi perempuan dan anak.
4. Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kelembagaan organisasi perempuan dan anak.
5. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kelernbagaan organisasi perempuan dan anak.
7) Unit Pelaksana Teknis
Merupakan unit pelaksana yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dengan wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa Kecamatan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan UPT adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi indukriya. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A mempunyai tugas:
1) Membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai tugas pembantuan di Bidang pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak.
2) Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lingkup pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak.
Adapun Fungsi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A yaitu:
1) Penyusunan rencana teknis operasional pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak.
2) Pelaksanaan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan yang meliputi pelayanan terpadu perlindungan perempuan, pelaksanaan ketatausahaan.
3) Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi. dan pelaporan kegiatan pengelolaan UPT PPA dan Kelas A
8) Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dan tenaga terampil dalam jenjang fungsional yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok mempunyai tugas dalam jabatan fungsional Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta membantu Kepala Dinas sesuai keahlian, keterampilan dan fungsional masing-masing.
F. [bookmark: _Toc206862850]Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.

Sarana dan prasarana merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai penunjang terselenggaranya kegiatan dalam proses pencapaian tujuan organisasi atau instansi. Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sarana dan prasarana menjadi bagian penting sebagai faktor pendukung agar terlaksaanya kegiatan sehingga tercapainya tujuan instansi dengan baik. Adapun sarana dan prasarana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai antara lain:
                                     Tabel IV.8
Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kota Dumai
	No 
	Sarana dan Prasarana 
	 Satuan 
	Jumlah 
	Kondisi 

	
	
	
	
	Baik 
	Rusak Ringan
	Rusak Parah

	1
	Ruang Kerja
	Unit
	10
	10
	-
	-

	2
	Mobil Dinas 
	Unit
	4
	4
	-
	-

	3
	Honda Dinas
	Unit
	1
	1
	-
	-

	4
	Komputer 
	Unit
	30
	26
	2
	2

	5
	AC
	Unit
	10
	6
	4
	-

	6
	Lemari Arsip 
	Unit
	10
	10
	-
	-

	7
	Televisi 
	Unit
	2
	2
	-
	-

	8
	Printer
	Unit
	13
	9
	1
	3

	9
	Meja ½ Biro
	Unit
	17
	17
	-
	-

	10
	Meja 1 Biro 
	Unit
	2
	2
	-
	-

	11
	Kursi Putar
	Unit
	32
	27
	5
	-

	12
	Kursi Biasa
	Unit
	20
	20
	-
	-

	13
	Dispenser
	Unit
	10
	10
	-
	-

	14
	Jam Dinding 
	Unit
	10
	10
	-
	-

	15
	Lemari
	Unit
	1
	1
	3
	1

	16
	Kursi Sofa
	Unit
	1
	1
	-
	-

	17
	Meja Tamu
	Unit
	1
	1
	-
	-

	18
	Kursi Tamu
	Unit
	-
	-
	-
	-

	19
	Papan Pengumuman
	Unit
	2
	2
	-
	-

	20
	Kursi Ruang Tunggu 
	Unit
	1
	1
	-
	-


Sumber Data: UPT DPPPA Kota Dumai, Tahun 2025
Berdasarkan Tabel IV.8 tersebut dapat dilihat bahwa Sarana dan Prasarana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai terpelihara dengan baik, meskipun ada beberapa sarana yang mengalami rusak ringan dan berat.


[bookmark: _Toc206862851]BAB V
[bookmark: _Toc206862852]IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMENUHAN HAK PEREMPUAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPPPA) KOTA DUMAI
Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Kota Dumai menunjukkan bahwa pemenuhan hak perempuan, khususnya perlindungan dari kekerasan, masih menjadi tantangan nyata. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanganan perempuan korban kekerasan menunjukkan perlunya implementasi kebijakan yang terarah dan menyeluruh.
Penelitian ini memaparkan proses implementasi kebijakan program pemenuhan hak perempuan pada DPPPA Kota Dumai, dengan fokus pada langkah-langkah yang telah diambil dalam menghadapi tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan korban. Selain itu,  penelitian ini mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama implementasi kebijakan serta evaluasi terhadap penerapan kebijakan tersebut dalam konteks pemenuhan hak perempuan di Kota Dumai. 
[bookmark: _Toc206862853]A. Identitas Responden
Sehubung dengan penelitian yang dilakukan, maka terlebih dahulu penulis akan memaparkan identitas responden penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Program Pemenuhan Hak Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai yang berjumlah 100 responden yang terdiri dari 25 orang pegawai DPPPA Kota Dumai dan Masyarakat sebanyak 75 orang.
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis kelamin merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi perspektif dan partisipasi dalam pelaksanaan kebijakan, terutama pada instansi yang fokus pada isu perempuan dan perlindungan anak. Untuk lebih jelasnya, identitas responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:
	No
	Jenis Kelamin
	Pegawai
	Masyarakat
	Jumlah(orang)
	Persentase

	1
	Laki-laki
	9
	20
	29
	29%

	2
	Perempuan
	16
	55
	71
	71%

	Jumlah
	25
	75
	100
	100%


    Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2025
Berdasarkan Tabel V.1 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden adalah perempuan, yaitu sebanyak 71 orang (71%), sedangkan responden laki-laki berjumlah 29 orang (29%). Dominasi responden perempuan mencerminkan karakteristik organisasi DPPPA Kota Dumai yang memang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sehingga lebih banyak diisi oleh tenaga kerja perempuan. Hal ini juga menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran aktif dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai penerima manfaat program.
2. Identitas Responden Berdasarkan Usia
Usia responden menjadi indikator penting dalam menilai tingkat pengalaman, kematangan berpikir, dan kemampuan dalam memahami serta merespons kebijakan publik. Usia juga berkaitan erat dengan produktivitas dan daya serap terhadap inovasi program. Berikut adalah distribusi responden berdasarkan kelompok usia:
Tabel V.2
Identitas Responden Berdasarkan Usia
	No
	Kelompok
	Pegawai
	Masyarakat
	Jumlah(Orang)
	Persentase(%)

	1
	20-30
	10
	20
	30
	30%

	2
	31-40
	8
	15
	23
	23%

	3
	41-50
	3
	23
	26
	26%

	4
	51-65
	4
	17
	21
	21%

	Jumlah
	25
	75
	100
	100%


Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2025
Dari Tabel V.2 terlihat bahwa kelompok usia 20–30 tahun merupakan kelompok terbanyak dengan jumlah 30 orang (30%), diikuti oleh kelompok usia 31–40 tahun sebanyak 23 orang (23%). Kelompok usia muda ini didominasi oleh masyarakat  yang bekerja sebagai tenaga pendamping, administrator, dan tenaga pendukung. Sementara itu, pegawai ASN cenderung berada pada usia 41–50 tahun, yang merupakan usia puncak produktivitas dan pengalaman kerja. Kondisi ini menunjukkan adanya keseimbangan antara tenaga muda yang dinamis dan tenaga berpengalaman yang stabil, sehingga mendukung efektivitas implementasi kebijakan.
3. Identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan 
menjadi aspek penting dalam menilai kecakapan dan kemampuan mereka dalam menjawab berbagai pertanyaan terkait implementasi kebijakan Program Pemenuhan Hak Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai.

Tabel V.3
Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan
	No
	Kelompok
	Pegawai
	Masyarakat
	Jumlah(Orang)
	Persentase(%)

	1
	S2
	6
	3
	9
	9%

	2
	S1
	12
	13
	25
	25%

	3
	DIII
	7
	19
	26
	26%

	4
	SLTA
	0
	27
	27
	27%

	5
	SLTP
	0
	13
	13
	13%

	Jumlah
	25
	75
	100
	100%


Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2025
Berdasarkan tabel V.3 di atas dapat dijelaskan responden yang memiliki Tingkat Pendidikan SLTP berjumlah 13 orang (13%), yang memiliki Tingkat Pendidikan SLTA berjumlah 27 orang (27%), yang memiliki Tingkat Pendidikan DIII berjumlah 26 orang (26%), yang memiliki Tingkat Pendidikan S1 berjumlah 25 orang (25%), yang memiliki Tingkat Pendidikan S2 berjumlah 9 orang (9%).
B. [bookmark: _Toc206862854]Implementasi Kebijakan Program Pemenuhan Hak Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai
Dalam penelitian ini, penulis akan menyajikan data hasil penelitian yang diperoleh dari hasil angket yang disebar kepada responden penelitian yang berjumlah 100 orang. Semua data yang diperoleh akan diolah sesuai dengan analisis data yang didasarkan pada indikator-indikator pengukuran. 
Sehubungan dengan judul penelitian ini, yaitu Implementasi Kebijakan Program Pemenuhan Hak Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai, maka penulis menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III, yang meliputi empat variabel utama, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Organisasi. Keempat variabel tersebut dijadikan sebagai acuan dalam menganalisis sejauh mana kebijakan program pemenuhan hak perempuan dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh DPPPA Kota Dumai. 
Untuk melihat implementasi kebijakan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan pendekatan teoritis George Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat ditentukan oleh empat faktor kunci tersebut. Keempat faktor tersebut kemudian dijabarkan menjadi 12 sub indikator yang dijelaskan sebagai berikut: 
1. Komunikasi 
Komunikasi dalam penelitian ini dimaknai sebagai proses penyampaian informasi atau transmisi pesan yang dilakukan secara efektif antara pelaksana kebijakan dengan pihak-pihak terkait. Dalam konteks penelitian ini, komunikasi merujuk pada koordinasi dan interaksi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai dengan para pelaksana program, mitra kerja, serta masyarakat, khususnya perempuan sebagai penerima manfaat dari kebijakan pemenuhan hak perempuan. Adapun sub indikator komunikasi dalam implementasi kebijakan program pemenuhan hak perempuan pada DPPPA Kota Dumai adalah sebagai berikut: 

a. Adanya kejelasan informasi kebijakan kepada pelaksana dan masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai. 
Kejelasan informasi kebijakan merupakan hal yang sangat penting agar pelaksana program memahami tugas dan tanggung jawabnya secara utuh. Dalam pelaksanaannya, DPPPA Kota Dumai telah menyampaikan informasi kebijakan secara tertulis dan lisan kepada pegawai maupun masyarakat, termasuk mengenai hak-hak perempuan, bentuk layanan yang tersedia, serta prosedur pengaduan bagi perempuan korban kekerasan. Dengan informasi yang jelas, pelaksana dapat menjalankan program secara konsisten, sementara masyarakat, terutama perempuan, dapat lebih mudah mengakses layanan dan memahami hak-hak yang seharusnya mereka peroleh. 
b. Adanya saluran komunikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk perempuan korban kekerasan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai. 
Ketersediaan saluran komunikasi yang mudah diakses merupakan bentuk komitmen DPPPA Kota Dumai dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada perempuan korban kekerasan. Selain itu, saluran komunikasi juga menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan pemenuhan hak perempuan secara cepat dan responsif. Aksesibilitas dan keberfungsian saluran ini menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas komunikasi dalam implementasi kebijakan. 
c. Adanya penyuluhan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai. 
Penyuluhan merupakan bentuk komunikasi langsung yang dilakukan DPPPA Kota Dumai untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak perempuan dan pentingnya perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender. Kegiatan penyuluhan dilakukan secara rutin di tingkat kelurahan, sekolah, dan forum-forum masyarakat dengan melibatkan narasumber dari DPPPA maupun mitra terkait seperti lembaga swadaya masyarakat dan tenaga ahli. Dengan adanya penyuluhan, diharapkan terjadi perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang lebih mendukung penghormatan terhadap hak perempuan. 
Untuk mengetahui hasil tanggapan responden tentang indikator Komunikasi pada implementasi kebijakan program pemenuhan hak perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai, dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
Tabel V.4
Tanggapan Responden Tentang Komunikasi Implementasi Kebijakan Program Pemenuhan Hak Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai
	No
	Sub indikator
	KATEGORI
	Jumlah 

	
	
	B
	CB
	TB
	

	1
	
Adanya kejelasan informasi kebijakan kepada pelaksana dan masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai.
	Frek
	16
	70
	14
	100

	
	
	Skor
	48
	140
	14
	202

	2
	Adanya saluran komunikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk perempuan korban kekerasan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai.
	Frek
	65
	29
	6
	100

	
	
	Skor
	195
	58
	6
	259

	3
	 Adanya penyuluhan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai
	Frek
	43
	50
	7
	100

	
	
	Skor
	129
	100
	   7
	   236

	TOTAL
	Frek
	124
	149
	27
	300

	
	Skor
	372
	298
	27
	697


Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2025
Berdasarkan Tabel V.4 di atas, dapat diketahui dari tanggapan responden bahwa Komunikasi, yang terdiri dari 3 (tiga) sub indikator, menunjukkan hasil sebagai berikut: sub indikator pertama, yaitu adanya kejelasan informasi kebijakan kepada pelaksana dan masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai, memiliki jumlah skor sebesar 202, sub indikator kedua yaitu adanya saluran komunikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk perempuan korban kekerasan pada DPPPA Kota Dumai, memiliki jumlah skor sebesar 259 dan sub indikator ketiga, yaitu adanya penyuluhan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai, memiliki jumlah skor sebesar 239. Dengan demikian, total skor keseluruhan tanggapan responden terhadap indikator Komunikasi adalah 697. 
Berdasarkan ketiga sub indikator maka diketahui Indikator komunikasi memperoleh total skor 697 dalam kategori Cukup Baik (CB). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada garis kontinum sebagai berikut: 
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Berdasarkan garis kontinum tersebut, secara keseluruhan tanggapan responden terhadap indikator Komunikasi memperoleh total skor 697, yang berada pada rentang skor 501–700 dalam kategori Cukup Baik (CB). Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan program pemenuhan hak perempuan di DPPPA Kota Dumai telah berjalan dengan cukup efektif, baik dalam penyampaian informasi, ketersediaan saluran pengaduan, maupun pelaksanaan kegiatan penyuluhan. 
2. Sumber Daya 
Sumber daya merupakan faktor penting yang menjadi penggerak utama dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam penelitian ini, sumber daya yang dimaksud adalah faktor-faktor yang mendukung implementasi Program Pemenuhan Hak Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai untuk mencapai tujuan dan sasaran program secara efektif. Adapun sub indikator sumber daya dalam implementasi kebijakan program pemenuhan hak perempuan pada DPPPA Kota Dumai adalah sebagai berikut: 
a. Adanya ketersediaan tenaga ahli dan konselor untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai.
Ketersediaan tenaga ahli dan konselor yang profesional merupakan komponen krusial dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan secara holistik dan berkelanjutan. Tenaga ahli dan konselor yang terlatih mampu memberikan pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta pemulihan trauma bagi perempuan korban kekerasan. 
b. Adanya pegawai yang kompeten pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai.
Pegawai DPPPA Kota Dumai yang memiliki pemahaman mendalam tentang isu gender, hukum perlindungan perempuan, serta mekanisme penanganan kasus, mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan akuntabel. Kehadiran pegawai yang kompeten juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi DPPPA sebagai lembaga yang mampu memberikan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan secara adil dan setara. 
c. Adanya fasilitas pendukung dalam pelaksanaan program pemenuhan hak perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai.
Ketersediaan fasilitas yang memadai tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif dan aman bagi perempuan korban kekerasan untuk melapor dan mendapatkan bantuan. Dengan dukungan fasilitas yang baik, DPPPA Kota Dumai dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, aman, dan berkualitas. 
Untuk mengetahui hasil tanggapan responden tentang indikator Sumber Daya pada implementasi kebijakan program pemenuhan hak perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai, dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel V.5
Tanggapan Responden Tentang Sumber Daya Implementasi Kebijakan Program Pemenuhan Hak Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai
	No
	Sub indikator
	KATEGORI
	Jumlah 

	
	
	B
	CB
	TB
	

	1
	Adanya ketersediaan tenaga ahli dan konselor untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan pada Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPPA) Kota Dumai.
	Frek
	29
	39
	32
	100

	
	
	Skor
	87
	78
	32
	197

	2
	Adanya pegawai yang kompeten pada Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPPA) Kota Dumai.
	Frek
	71
	24
	5
	100

	
	
	Skor
	213
	48
	5
	266

	3
	 Adanya fasilitas pendukung dalam pelaksanaan program pemenuhan hak perempuan pada Dinas peedayaan peempuan dan pelindungan anak (DPPPA) Kota Dumai.
	Frek
	60
	32
	8
	100

	
	
	Skor
	180
	64
	8
	   252

	TOTAL
	Frek
	160
	95
	45
	300

	
	Skor
	480
	190
	45
	715


Sumber Data: Hasil Pengelolaan Data, Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.5 di atas, dapat diketahui dari tanggapan responden bahwa Sumber Daya, yang terdiri dari 3 (tiga) sub indikator, menunjukkan hasil sebagai berikut: pertama, ketersediaan tenaga ahli dan konselor untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai, memiliki jumlah skor 197, selanjutnya yaitu adanya pegawai yang kompeten pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai dengan jumlah skor 266 dan terakhir yaitu fasilitas pendukung dalam pelaksanaan program pemenuhan hak perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai, memiliki jumlah skor sebesar 252. Dengan demikian, total skor keseluruhan tanggapan responden terhadap indikator Sumber Daya adalah 715. 
Berdasarkan ketiga sub indikator maka diketahui Indikator sumber daya memperoleh total skor 715 dalam kategori Baik (B). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada garis kontinum sebagai berikut: 
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Berdasarkan garis kontinum tersebut, secara keseluruhan tanggapan responden terhadap indikator Sumber Daya memperoleh total skor 715, yang berada pada rentang skor 701–900 dalam kategori Baik (B). Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh DPPPA Kota Dumai dalam pelaksanaan program pemenuhan hak perempuan telah memadai, baik dari segi ketersediaan tenaga ahli, kompetensi pegawai, maupun dukungan fasilitas pendukung. 
3. Disposisi 
Disposisi merupakan kemampuan, sikap, dan komitmen dari para pelaksana kebijakan terhadap program yang dijalankan. Dalam konteks implementasi kebijakan program pemenuhan hak perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai, disposisi yang baik tercermin dari komitmen, responsivitas, dan upaya nyata dari pegawai dalam mendukung pelaksanaan program. Adapun sub indikator disposisi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Adanya komitmen petugas dalam menjalankan program pemenuhan hak perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai.
Komitmen petugas merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pegawai DPPPA Kota Dumai yang memiliki komitmen tinggi terhadap program pemenuhan hak perempuan akan menjalankan tugasnya secara serius, konsisten, dan penuh tanggung jawab. Komitmen ini terlihat dari kesiapan petugas dalam menangani kasus, keterlibatan aktif dalam kegiatan program, serta kesediaan untuk terus belajar dan meningkatkan kapasitas dalam menangani isu-isu perempuan. 
b. Adanya responsivitas pegawai dalam menangani laporan dan kasus kekerasan terhadap perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai.
Pegawai yang responsif mampu merespons laporan dan kasus kekerasan terhadap perempuan dengan cepat, tepat, dan humanis. Mereka tidak menunda-nunda penanganan, memberikan pendampingan sejak awal, serta menjaga kerahasiaan dan keselamatan korban. Dengan adanya responsivitas yang tinggi maka sistem penanganan akan siap memberikan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan, sehingga masyarakat merasa aman dan percaya untuk melapor. 
c. Adanya upaya pegawai dalam mendukung program pemenuhan hak perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai.
Upaya tersebut meliputi inisiatif dalam melakukan pendampingan, koordinasi dengan instansi terkait seperti kepolisian dan lembaga layanan hukum, serta partisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan. Pegawai yang proaktif dalam mendukung program menunjukkan bahwa mereka tidak hanya menjalankan tugas secara formal, tetapi benar-benar peduli terhadap pemenuhan hak perempuan. Dengan adanya dukungan dan upaya yang konsisten dari pegawai, program pemenuhan hak perempuan dapat terlaksana secara lebih efektif dan berkelanjutan. 
Untuk mengetahui hasil tanggapan responden tentang indikator disposisi pada implementasi kebijakan program pemenuhan hak perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai, dapat dilihat pada tabel berikut ini:


Tabel V.6
Tanggapan Responden Tentang Disposisi Implementasi Kebijakan Program Pemenuhan Hak Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai
	No
	Sub indikator
	KATEGORI
	Jumlah 

	
	
	B
	CB
	TB
	

	1
	Adanya ketersediaan tenaga ahli dan konselor untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan pada Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPPA) Kota Dumai.
	Frek
	57
	41
	2
	100

	
	
	Skor
	171
	82
	2
	255

	2
	Adanya pegawai yang kompeten pada Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPPA) Kota Dumai.
	Frek
	51
	36
	13
	100

	
	
	Skor
	153
	72
	13
	238

	3
	 Adanya fasilitas pendukung dalam pelaksanaan program pemenuhan hak perempuan pada Dinas peedayaan peempuan dan pelindungan anak (DPPPA) Kota Dumai.
	 Frek
	43
	36
	21
	100

	
	
	 Skor
	129
	72
	21
	   222

	TOTAL
	Frek
	151
	113
	36
	300

	
	Skor
	453
	226
	36
	715


Sumber Data: Hasil Pengelolaan Data, Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.6 di atas, dapat diketahui dari tanggapan responden bahwa Disposisi menunjukkan hasil sebagai berikut: pertama, adanya komitmen petugas dalam menjalankan program pemenuhan hak perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai memiliki skor 197. Kedua, yaitu adanya responsivitas pegawai dalam menangani laporan dan kasus kekerasan terhadap perempuan pada DPPPA Kota Dumai dengan skor 266 dan ketiga, yaitu adanya upaya pegawai dalam mendukung program pemenuhan hak perempuan pada DPPPA Kota Dumai memiliki jumlah skor 252. Dengan demikian, total skor keseluruhan tanggapan responden terhadap indikator Disposisi adalah 715. 
Berdasarkan ketiga sub indikator maka diketahui indikator disposisi memperoleh total skor 715 dalam kategori Baik (B). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada garis kontinum sebagai berikut: 
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Berdasarkan garis kontinum tersebut, secara keseluruhan tanggapan responden terhadap indikator Disposisi memperoleh total skor 715, yang berada pada rentang skor 701–900 dalam kategori Baik (B). Hal ini menunjukkan bahwa sikap, komitmen, dan tindakan pegawai DPPPA Kota Dumai dalam melaksanakan kebijakan program pemenuhan hak perempuan telah berjalan dengan baik. Pegawai menunjukkan sikap yang responsif, memiliki komitmen tinggi, serta melakukan upaya nyata dalam mendukung pelaksanaan program.
4. Struktur Birokrasi 
Struktur birokrasi merupakan susunan unit-unit kerja yang dibentuk secara sistematis untuk mendukung tercapainya tujuan suatu program. Dalam penelitian ini, struktur birokrasi adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai menjalankan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan kebijakan program pemenuhan hak perempuan sesuai dengan SOP dan kerangka kerja yang telah ditetapkan. Keberadaan mekanisme pelaporan, koordinasi lintas sektor, serta kegiatan pemantauan lapangan menjadi indikator penting dalam menilai seberapa efektif struktur birokrasi mendukung implementasi kebijakan. Adapun sub indikator dari struktur birokrasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Adanya mekanisme pelaporan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang terintegrasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai.
Mekanisme pelaporan dan penanganan kasus yang terintegrasi merupakan bagian penting dari struktur birokrasi dalam menjamin keberlangsungan dan kecepatan penanganan terhadap perempuan korban kekerasan. Mekanisme yang terintegrasi ini memastikan bahwa tidak ada kasus yang terabaikan dan penanganan dapat dilakukan secara cepat, aman, dan profesional. 
b. Adanya koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penurunan angka kekerasan terhadap perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai.
Koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam mewujudkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan secara komprehensif. DPPPA Kota Dumai secara aktif berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kepolisian, Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (LPKK), serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang fokus pada isu perempuan. Dengan adanya kerja sama yang sinergis, upaya pencegahan dan penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan secara lebih terpadu dan berkelanjutan. 
c. Adanya survey yang dilakukan oleh pegawai DPPPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai.
Survey atau pemantauan lapangan yang dilakukan secara berkala oleh pegawai DPPPA merupakan bentuk dari fungsi evaluasi dan pengawasan dalam struktur birokrasi. Selain itu, survey juga menjadi sarana untuk menjalin komunikasi langsung dengan masyarakat, sehingga DPPPA dapat lebih memahami kebutuhan dan kendala yang dihadapi perempuan di lapangan. 
Untuk mengetahui hasil tanggapan responden tentang indikator struktur birokrasi pada implementasi kebijakan program pemenuhan hak perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai, dapat dilihat pada tabel berikut ini:


Tabel V.7
Tanggapan Responden Tentang Struktur Birokrasi Implementasi Kebijakan Program Pemenuhan Hak Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai
	No
	Sub indikator
	KATEGORI
	Jumlah 

	
	
	B
	CB
	TB
	

	1
	Adanya mekanisme pelaporan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang terintegrasi pada Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPPA) Kota Dumai
	Frek
	73
	27
	0
	100

	
	
	Skor
	219
	54
	0
	273

	2
	Adanya koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penurunan angka kekerasan terhadap perempuan pada Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindingan anak (DPPPA) Kota Dumai
	Frek
	68
	22
	10
	100

	
	
	Skor
	204
	44
	10
	258

	3
	Adanya survey yang dilakukan oleh pegawai DPPPA pada Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPPA) Kota Dumai.
	Frek
	65
	34
	1
	100

	
	
	Skor
	195
	68
	   1
	   264

	TOTAL
	Frek
	206
	83
	11
	300

	
	Skor
	618
	166
	11
	795


Sumber Data: Hasil Pengelolaan Data, Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.7 di atas, dapat diketahui dari tanggapan responden bahwa Struktur Birokrasi menunjukkan hasil sebagai berikut: pertama, yaitu adanya mekanisme pelaporan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang terintegrasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai memiliki jumlah skor  273. Kedua, adanya koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penurunan angka kekerasan terhadap perempuan pada DPPPA Kota Dumai memiliki jumlah skor 258. Ketiga, adanya survey yang dilakukan oleh pegawai DPPPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai, memiliki jumlah skor sebesar 264. Dengan demikian, total skor keseluruhan tanggapan responden terhadap indikator Struktur Birokrasi adalah 795. 
Berdasarkan ketiga sub indikator maka diketahui indikator Struktur Birokrasi memperoleh total skor 795 dalam kategori Baik (B). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada garis kontinum sebagai berikut: 
                                                                                                                                   795



 300	         TB              500               CB             700	           B             900
Berdasarkan garis kontinum tersebut, secara keseluruhan tanggapan responden terhadap indikator Struktur Birokrasi memperoleh total skor 795, yang berada pada rentang skor 701–900 dalam kategori Baik (B). Hal ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi di DPPPA Kota Dumai dalam pelaksanaan program pemenuhan hak perempuan telah berjalan secara sistematis, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mekanisme pelaporan, koordinasi antarinstansi, serta kegiatan pemantauan lapangan telah dilaksanakan dengan baik dan mendukung efektivitas implementasi kebijakan. 
Setelah mengetahui secara jelas mengenai Implementasi Kebijakan Program Pemenuhan Hak Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai melalui 4 indikator utama, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi, maka hasil keseluruhan tanggapan responden dapat diketahui melalui rekapitulasi data yang disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel V.8
Rekapitulasi Implementasi Kebijakan Program Pemenuhan Hak Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai
	No
	Indikator
	KATEGORI
	Jumlah 

	
	
	B
	CB
	TB
	

	1
	Komunikasi
	Frek
	124
	149
	27
	300

	
	
	Skor
	372
	298
	27
	697

	2
	Sumber Daya
	Frek
	160
	95
	45
	300

	
	
	Skor
	480
	190
	45
	715

	3
	 Disposisi
	Frek
	151
	113
	36
	300

	
	
	Skor
	453
	226
	   36
	   715

	4
	 Struktur Birokrasi
	Frek
	 206
	83
	11
	300

	
	
	Skor
	618
	166
	11
	795

	TOTAL
	Frek
	641
	440
	119
	1200

	
	Skor
	1923
	880
	119
	2922


Sumber Data: Hasil Pengelolaan Data. Tahun 2025
Berdasarkan Tabel V.8 Rekapitulasi Tanggapan Responden di atas, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Pemenuhan Hak Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai dapat dilihat melalui 4 (empat) indikator implementasi seperti Komunikasi diperoleh dengan jumlah skor sebanyak 697, Sumber Daya diperoleh dengan jumlah skor sebanyak 715, Disposisi diperoleh dengan jumlah skor sebanyak 715, dan Struktur Birokrasi diperoleh dengan jumlah skor sebanyak 795. Maka total keseluruhannya sebanyak 2922 sehingga dapat dikategorikan Baik (B). Hasil akhir dari rekapitulasi Implementasi Kebijakan Program Pemenuhan Hak Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai dapat dilihat dengan jelas melalui kontinum berikut ini:
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`Berdasarkan garis kontinum tersebut, secara keseluruhan tanggapan 100 responden terhadap implementasi kebijakan program pemenuhan hak perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai, diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut secara keseluruhan berada dalam kategori Baik (B), dengan total skor akhir sebesar 2922 yang berada dalam rentang interval 2801-3600. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan secara efektif, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. 
[bookmark: _Toc206862855]C. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Program Pemenuhan Hak Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai 
Setelah penulis melakukan penelitian terhadap implementasi kebijakan program pemenuhan hak perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai, ditemukan adanya faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Faktor-faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut: 
1. Faktor Pendukung 
Adapun faktor pendukung dalam implementasi kebijakan program pemenuhan hak perempuan pada DPPPA Kota Dumai, yaitu: 
a) Adanya Disposisi (Sikap Pelaksana) dalam implementasi kebijakan program pemenuhan hak perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai.
Hal ini terlihat dari komitmen, tanggung jawab, dan kesungguhan pegawai DPPPA dalam menjalankan tugasnya. Pelaksana program menunjukkan sikap empati, responsif, dan profesional dalam melayani perempuan, terutama korban kekerasan. Tidak ada diskriminasi dalam pelayanan, semua perempuan diperlakukan secara adil, sopan, dan dihormati tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun status perkawinan. Sikap positif dan kepedulian pelaksana terhadap hak perempuan menjadi pendorong utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi pemenuhan hak perempuan. 
b) Adanya Struktur Organisasi dalam implementasi kebijakan program pemenuhan hak perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai.
Struktur organisasi DPPPA Kota Dumai terbentuk secara jelas dan hierarkis, dengan pembagian tugas dan fungsi yang terdefinisi dengan baik. Setiap bidang dan seksi memiliki peran spesifik dalam pelaksanaan program, seperti Bidang Perlindungan Perempuan yang menangani kasus kekerasan, dan Bidang Pemberdayaan yang fokus pada peningkatan kapasitas perempuan. Koordinasi antar unit berjalan lancar, serta adanya sistem pelaporan dan evaluasi rutin memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana dan dapat dipertanggungjawabkan. 
2. Faktor Penghambat 
Adapun faktor penghambat dalam implementasi kebijakan program pemenuhan hak perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai, yaitu: 
a) Masih Kurangnya Komunikasi dalam implementasi kebijakan program pemenuhan hak perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai.
Hal ini dapat dilihat dari kurangnya kejelasan informasi kebijakan kepada pelaksana dan masyarakat. Banyak masyarakat, khususnya perempuan, yang belum memahami secara utuh tentang hak-hak yang mereka miliki dan layanan apa saja yang disediakan oleh DPPPA. Selain itu, meskipun telah tersedia saluran komunikasi seperti layanan pengaduan, namun pemanfaatannya masih rendah karena kurangnya sosialisasi dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penanganan kasus. Kegiatan penyuluhan memang dilaksanakan, namun jangkauannya belum merata dan frekuensinya belum optimal, terutama di wilayah terpencil. Komunikasi yang belum efektif ini menyebabkan terjadinya kesenjangan informasi dan minimnya partisipasi publik dalam program pemenuhan hak perempuan.
b) Adanya Sumber Daya dalam implementasi kebijakan program pemenuhan hak perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai.
Hal ini terlihat dari keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Jumlah konselor psikologis dan pendamping hukum masih belum sebanding dengan jumlah kasus yang masuk. Selain itu ketersediaan fasilitas pendukung seperti ruang konseling yang layak, sarana dokumentasi, dan alat promosi juga masih kurang memadai. Kondisi ini berdampak pada lambatnya proses penanganan kasus dan menurunnya kualitas dalam implementasi kebijakan program yang diberikan kepada korban. 
[bookmark: _Toc206862856]

BAB VI
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan mengenai Implementasi Kebijakan Program Pemenuhan Hak Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai, maka penulis dapat memberikan kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan saran-saran sesuai dengan temuan penelitian ini.
A. Kesimpulan
a. Adapun kesimpulan dalam implementasi kebijakan program pemenuhan hak perempuan pada DPPPA Kota Dumai dapat dikategorikan Cukup Baik. Kenyataan ini terbukti dari penelitian yang dilakukan terhadap empat indikator implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Implementasi Kebijakan Program Pemenuhan Hak Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai terdiri dari 100 tanggapan responden, memperoleh total skor 2922 dalam kategori Baik (B) dengan rentang skor 2801-3600.
b. Faktor pendukung implementasi kebijakan program pemenuhan hak perempuan pada DPPPA Kota Dumai adalah adanya disposisi atau sikap pelaksana yang ditunjukkan dengan komitmen, tanggung jawab, empati, serta profesionalisme pegawai dalam melaksanakan tugas, dan adanya struktur organisasi yang jelas, teratur, serta dilengkapi dengan sistem pelaporan dan evaluasi rutin. Sedangkan faktor penghambat implementasi kebijakan adalah masih kurangnya komunikasi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat maupun pelaksana, serta keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan
B. Saran
Berdasarkan faktor penghambat yang penulis paparkan di atas, maka ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Dumai, yaitu:
a. Disarankan kepada DPPPA Kota Dumai untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dengan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi yang lebih luas, melibatkan tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh agama, serta memanfaatkan media sosial dan kegiatan sosial kemasyarakatan agar informasi mengenai program pemenuhan hak perempuan dapat diterima secara menyeluruh.
b. Disarankan kepada pemerintah daerah untuk menambah fasilitas layanan yang mendukung program pemenuhan hak perempuan serta pemeliharaan sarana yang sudah ada juga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar tetap berfungsi optimal.
c. Disarankan kepada DPPPA Kota Dumai untuk melakukan pendekatan dalam mengatasi hambatan budaya dan stigma sosial. Edukasi dan kerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat perlu digencarkan agar masyarakat semakin terbuka dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan.
d. Disarankan agar koordinasi antarinstansi terkait, seperti kepolisian, lembaga bantuan hukum, dan organisasi masyarakat sipil lebih dioptimalkan sehingga implementasi kebijakan berjalan secara terpadu, efektif, dan berkelanjutan.
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